BABII
PEMBAHASAN
1. Tinjauan Secara Umum Hukum Humaniter Internasional
A. Sejarah Umum Hukum Humaniter internasional

Hukum Humaniter internasional merupakan salah satu cabang dari Hukum
internasional, yang dimana hukum humaniter dapat dikatakan sebagai hukum yang
tertua, karena hukum humaniter sudah ada sejak dimana manusia tersebut ada dan
timbul konflik diantaranya. Sebagai salah satu cabang hukum yang tertua, hukum

humaniter memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia itu sendiri.

Manusia dalam kehidupannya selalu menemui suatu konflik dalam perjalanan
hidupnya, baik secara individu dengan individu yang lain, maupun antara kelompok
yang satu dengan kelompok yang lain. Dalam sejarahnya hukum humaniter pada
zaman dahulu bukan dikenal sebagai suatu hukum yang berlaku secara universal,
hukum humaniter atau hukum perang lebih digunakan pada suatu kelompok-

kelompok masyarakat tertentu.

Pada zaman dahulu hukum humaniter atau hukum perang digunakan oleh
seorang jendral tentara yang bernama Salahudin. Salahudin memiliki hukum yang
menegaskan bahwa ketika perang terjadi perajurit-perajuritnya dilarang untuk
membunuh tentara musuh yang sudah terluka dan bahkan Salahudin memerintahkan
perajuritnya untuk menolongnya. Serta Salahudin sendiri membuat larangan bagi
perajuritnya untuk membunuh warga sipil yang tidak terlibat dalam perang, tidak
membunuh hewan ternak, tidak menghancurkan tempat ibadah bagi kaum agama lain,
tidak merusak pemukiman warga, dan serta dilarang menghancurkan pohon-pohon

yang ada di suatu wilayah.
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Sehingga pada zaman Salahudin sendiri Hukum Humaniter atau Hukum
Perang secara tidak langsung sudah ada dan diterapkan bagi kelompoknya sendiri,
sehingga Hukum Perang atau Hukum Humaniter dapat dikatakan sebagai salah satu
cabang hukum yang tertua. Seiring berkembangnya zaman manusia semakin modern
dan konflik yang dihadapi semakin kompleks.'! Pada tahun 1875 terjadi suatu krisis
di Semenanjung Balkan, karena Turki melakukan penumpasan terhadap pemberontak
Serbia di Bosnia. Rusia menganggap penumpasan tersebut sebagi penindasan

terhadap orang-orang Slav.

Rusia akhirnya menyatakan perang, saat itu Turki menderita kekalahan
dituntut untuk memerdekakan wilayah jajahan di Balkan. Namun sayangnya hal
tersebut ditentang oleh Austris-Hongaria kearena sikap Rusia yang membela Serbia
dianggap mengancam kepentingan Austria-Hongaria.'?Perang dunia 1 adalah perang
terbesar dan terdasyat yang terjadi pada tahun 1914-1918 yang memakan korban
lebih dari 40 juta jiwa.

Perang yang luar biasa ini mulanya terjadi di kawasan benua Eropa yang
melibatkan Jerman, Britain, Rusia, Perancis, Australia-Hungary, Serbia, Itali,
Belgium Dan Turki. Kemudian meluas ke negara-negara di kawasan benua Amerika
dan Asia seperti Kanada, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Cina, dan

Jepang.

Akhir dari perang dunia 1 ditandai dengan bergabungnya Amerika ke
sekutunya dan pasukan sekutu dengan gencarnya melakukan blokade yang sangat
ketat terhadap Jerman, memaksa Pihak Jerman sendiri pada tahun 1918 untuk
menyerah dan menandatangani perjanjian versailes. Semenjak pecahnya perang dunia
pertama Negara-negara sepakat untuk membentuk suatu badan internasional yang

bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik di dunia yaitu Liga.Bangsa-bangsa

Yhttp://www.ilmudasar.com/2016/07/Sejarah-Penyebab-Akibat-Perang-Dunia-Pertama-1-
adalah.html, diakses tanggal 2 February 2018.
2 bid.
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(LBB)."*Pada awalnya Liga Bangsa-bangsa berhasil menjalankan tugas dengan baik,
LBB kemudian menemui kegagalan saat mencegah berbagai serangan yang dilakukan
Kekuatan Poros pada 1930-an. Sehingga pada tahun tersebut Liga Bangsa-bangsa
dibubarkan karena dianggap tidak dapat mencegah terjadinya konflik yang ada.

Seiring terjadinya Ekskalasi kemungkinan terjadinya Perang, pada awal tahun
1939 Jerman di bawah Partai Politik yang memiliki faham Fasisme tersebut dipimpin
oleh Adolf Hitler menyerang negara Polandia yang dimana dalam penyerangan
tersebut dilakukan sangat cepat sehingga disebut serangan kilat atau sering disebut
dengan “blitzkrieg”. Pada saat penyerangan tersebut Jerman memiliki kekuatan
politik yang dimana anggotanya terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang dan kemudian

disebut sebagai Blok Axis.

Berkembangnya kekuatan politik yang terjadi di Eropa akibat serangan
Jerman ke Polandia, Perancis, dan Uni Soviet, blok barat kemudian membuat poros
politik yang terdiri dari Amerika, Inggris, Perancis, dan Uni Soviet kemudian disebut
dengan poros sekutu. Pada tahun 1941 terjadi perang yang berskala global ditandai
dengan penyerangan amerika ke wilayah Normandia yang dalam operasi merupakan

gabungan antara Amerika, Inggris, dan Kanada.

Pada penyerangan tersebut di fokuskan ke pantai Omaha, penyerangan
terhadap pantai Omaha yang diduduki oleh Jerman tersebut merupakan operasi
amfibi terbesar dalam sejarah militer yang pernah ada. Korban jiwa akibat
penyerangan tersebut sangat lah besar, dengan keberhasilan pasukan gabungan
tersebut menaklukan pantai Normandia tidaklah sebanding dengan korban jiwa yang

di alami oleh pihak sekutu sendiri.

Gencarnya penyerangan Pasukan Sekutu ke daratan Eropa mendesak Pihak

Jerman untuk mundur karena Jerman mengalami perang yang tidak hanya terjadi di

Bhttp://www.mediaindonesia.com/news/read/40908/1946-liga-bangsa-bangsa-dibubarkan-1/2016-
04-18, diakses tanggal 2 February 2018.
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wilayah Eropa saja akan tetapi menghadapi gencarnya pasukan Uni Soviet yang terus
menyerang pihak Jerman di bagian Utara. Sehingga pada tahun 1945 Jerman selalu
mengalami kekalahan mutlak akibat serangan sekutu dan harus menyerah sejak
penyerangan ke kota berlin dan di dudukinya gedung “Reichstag” oleh pasukan Uni

Soviet.

Pengalaman perang Dunia ke II mendorong Bangsa-bangsa yang ada di Dunia
untuk membentuk suatu badan internasional yang bertujuan untuk menjaga
perdamaian dunia serta stabilitas politik sehingga pada tahun 1945 Negara-negara
sepakat untuk membentuk organisasi yang bernama Persatuan Bangsa-Bangsa.
Dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa Negara-negara di dunia
memandang perlu untuk membentuk suatu hukum yang mengatur tentang peperangan

sehingga terbentuklah Hukum Humaniter.

Istilah Hukum Humaniter atau international humanitarian law applicable in
armed conflict berawal dari istilah Hukum perang (laws of war), yang kemudian
berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (laws of armed conflict), yang
akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter. Tujuan dengan dibentuknya
Hukum Humaniter Internasional adalah apabila terjadi konflik bersenjata baik antara
Negara-negara ataupun Negara dengan pasukan internalnya agar dapat
memanusiakan perang tersebut dan mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran

terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran yang selama konflik bersenjata sering sekali terjadi,
dan hal tersebut lah yang mendorong dibentuknya Hukum Humaniter Internasional.
Bentuk pelanggaran yang terjadi selama terjadinya konflik bersenjata sangatlah
beragam, dimulai dari pelanggaran terhadap penyerangan obyek sipil yang tidak
seharusnya menjadi sasaran agresi bagi kubu militer yang ada, hingga pelanggaran

terhadap kemanusiaan.
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Pelanggaran terhadap kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional
sangatlah dilarang dan sering sckali terjadi saat konflik bersenjata baik yang bersifat
internasional maupun yang non-internasional. Pelanggaran tersebut dapat berupa
penyerangan terhadap warga sipil yang dimana dibedakan dengan kelompok
bersenjata selama konflik bersenjata maupun pelanggaran terhadap kelompok
bersenjata yang sudah dalam keadaan tidak mampu lagi turut serta dalam suatu
konflik bersenjata. dalam hukum humaniter di lindungi para pihak yang berkonflik
apabila saat terjadi konflik kelompok bersenjata yang sudah dalam keadaan “hors de
combat” maka para pihak yang berkonflik tidak boleh menyerang kelompok

bersenjata yang sudah dalam keadaan tersebut.

Hukum perang atau hukum humaniter internasional tidak hanya bertindak
sebagai hukum yang bersifat pasif, melainkan hukum humaniter internasional secara
aktif melalui para pihak yang berkonflik memberikan pengetahuan dan pemahaman
mengenai aturan selama berperang dan pemberian batasan-batasan dalam konflik

bersenjata tersebut.

Sumber-sumber yang utama dari hukum humaniter internasional yang tertulis
adalah berupa Konvensi. Dalam hal ini terdapat dua konvensi utama yaitu Konvensi
Jenewa 1949 yang terdiri dari 4 Konvensi dan serta protokol tambahannya tahun
1977 yang dimana mengatur tentang perlindungan terhadap korban-korban perang,
kemudian Konvensi Den Haag 1889 yang dimana dalam Konvensi tersebut terdapat

13 konvensi yang mengatur tentang tata cara sarana berperang.

Dibentuknya hukum humaniter tersebut mengikat anggota-anggota dari
konvensi-konvensi tersebut yang apabila ketika konflik bersenjata terjadi baik antara
negara-negara yang terikat dalam Konvensi tersebut maupun negara-negara yang
tidak terikat dalam Konvensi-konvensi tersebut. Dengan adanya hukum yang
mengatur secara universal tersebut secara tidak langsung tindakan yang dilakukan

setiap negara ketika pecah konflik bersenjata terjadi diantaranya, maka akan
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membatasi tindakan yang bersifat destruktif dan barbar yang dimana tindakan
tersebut merguikan bagi pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata maupun pihak

yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata.

Kerugian yang dialami apabila hukum perang atau hukum humaniter
internasional tidak ditegakan dan tidak di pahami oleh para pihak maka akan
menimbulkan dampak yang berupa kerusakan objek-objek sipil yang dimana sebagai
fasilitas bagi warga sipil, kerusakan lingkungan, kerusakan terhadap tempat tinggal di
suatu wilayah yang terkena dampak dari konflik bersenjata yang sedang terjadi, dan

hingga kerugian yang tidak dapat di ukur dari segi materi.

Kerugian yang dialami tidak hanya bersifat materi semata, melainkan yang
sangat penting adalah kerugian yang bersifat non-materiil, yaitu kehilangan nyawa
bagi para pihak baik yang secara langsung terlibat maupun yang tidak terlibat dalam
konflik tersebut. Hal yang paling sering di jumpai apabila suatu konflik bersenjata
sedang terjadi adalah pelanggaran terhadap masyarakat sipil dan terhadap pihak
kelompok bersenjata yang sudah tidak mampu lagi turut serta dalam konflik

bersenjata tersebut.

Upaya untuk meminimalisir adanya korban jiwa yang tidak diperlukan selama
konflik bersenjata sedang terjadi dengan dibentuknya hukum perang atau hukum
humaniter internasional tersebut memerlukan adanya usaha dan kesadaran yang tinggi
oleh para pihak yang terlibat. Sehingga dengan dibentuknya hukum humaniter
tersebut akan menciptakan keadaan dimana dalam konflik bersenjata akan
menimbulkan rasa keamanan dan kemanusiaan bagi pihak yang terlibat maupun

pihak yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata tersebut.
B. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional berlaku dan mengikat bagi para pihaknya

yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata, hal tersebut berlaku secara mutlak dan
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harus ditegakan serta ditanamkan para pihak baik selama konflik bersenjata tersebut
berlangsung, maupun ketika konflik bersenjata tidak sedang berlangsung. Hukum
humaniter tidak semata-mata ditegakan secara sendiri melainkan hukum humaniter

ditegakan bersama dengan hak asasi manusia.

Dalam penegakannya Hukum humaniter ditegakan ketika konflik bersenjata
tidak sedang berlangsung, karena ketika konflik bersenjata tidak sedang berlangsung
akan memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai dari hukum humaniter itu sendiri,
ketika konflik bersenjata terjadi yang sangat perlu ditegakan adalah hak asasi
manusia, karena dari hak asasi manusia tersebut akan memberikan rasa kemanusiaan

terhadap sesamanya ketika konflik bersenjata sedang terjadi.

Dalam hukum humaniter terdapat Prinsip-prinsip umum yang berlaku sebagai

akar dari hukum humaniter itu sendiri.'* Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

a) Prinsip kepentingan militer (military necessity);

b) Prinsip kemanusiaan dan non-diskriminasi (humane treatment and non-
discrimination);

c¢) Prinsip itikad baik (good faith);

d) Prinsip Pembeda (Distinction);

e) Prinsip Proporsionalitas (Proporsionality) dan;

f) Prinsip Pembatasan (Limitation).

Prinsip-prinsip tersebut merupakan akar dari hukum humaniter internasional
yang perlu ditanamkan kepada setiap individu baik yang terlibat secara langsung

maupun tidak terlibat ketika konflik berlangsung.

Setiap prinsip tersebut memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam

penegakkannya, prisnip yang pertama adalah :

14 |CRC, 2002, the law of armed conflict.pdf, 5. The basic principles of the law of armed conflict, Unit
for relations with armed and security forces Geneva, Switzerland, Slide : 24, 26, 27
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a. Prinsip Kepentingan Militer (Military Necessity Princple)

Prinsip kepentingan militer menegaskan bahwa setiap tindakan yang
dilakukan oleh kelompok bersenjata yang terlibat dalam suatu konflik
bersenjata harus memperhatikan setiap tujuan dan bagaimana dampak dari
agresi militer yang dilakukan oleh personil militer ke personil militer yang
lain. Segala tindakan yang di anggap perlu selama terjadi konflik bersenjata
diperkenankan untuk dilakukan, selama hal yang dilakukan tersebut tidak
bertentangan dengan hukum humaniter internasional.'> Prinsip tersebut
tertuang dalam Deklarasi st. Petersburg dalam bagian preamble yang
berbunyi, “the only legitimate object which States should endeavour to
accomplish during war is to weaken the military forces of the enemy” and
that “'for this purpose it is sufficient to disable the greatest possible number of
men”’.

Merujuk pada Deklarasi st. Petersburg bagian preamble, prinsip
kepentingan militer lebih ditekankan pada tindakan militer yang dilakukan
oleh suatu personil militer ataupun kelompok bersenjata yang diakui oleh
dalam Konvensi Jenewa 1949, harus berusaha semaksimal mungkin bahwa
setiap tindakan yang dilakukan bertujuan hanya untuk melemahkan kekuatan
pihak militer lawannya.

Teori tersebut sangat bersifat praktikal, yang dimana sangat
bergantung bagaimana setiap individu menerapkan teori tersebut. Sesuai
dengan teori tersebut apabila akan melakukan suatu agresi militer, maka harus
memperhatikan apakah objek yang akan dilakukan penyerangan merupakan
objek militer lawan, dan dalam melakukan agresinya harus memperhatikan
pula apakah objek militer yang akan dilakukan penyerangan tersebut dekat
dengan pemukiman penduduk sipil, apa bila objek militer tersebut dekat

dengan pemukiman penduduk sipil maupun fasilitas umum, maka

15 ICRC, 2002, the law of armed conflict.pdf, 5. The basic principles of the law of armed conflict, Unit
for relations with armed and security forces Geneva, Switzerland, slide 24.
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penyerangan tersebut harus dihentikan karena akan berdampak pada pihak
yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata.

Realita dalam penerapan prinsip kepentingan militer tersebut sangat
berbeda, pasalnya banyak agresi militer yang dilakukan tidak
mempertimbangkan adanya kemungkinan dampak yang tidak diperlukan
akibat dilakukannya agresi militer tersebut, hal yang sering terjadi apabila
pecahnya konflik bersenjata adalah timbulnya dampak terhadap infrastruktur
umum akibat agresi militer yang dilakukan.

Dalam setiap perencanaan agresi militer harus mempertimbangkan
secara matang apakah penyerangan tersebut dapat secara efektif hanya untuk
melemahkan kekuatan militer pihak lawan dan berdampak minim terhadap
pihak-pihak yang tidak terlibat dalam suatu konflik bersenjata. hal tersebut
dapat dilakukan dengan cara melakukan edukasi terhadap personil-personil
militernya yang ditanamkan sejak dini.

Dengan adanya pemberian edukasi terhadap pentingnya prinsip
kepentingan militer tersebut, diharapkan dapat meminimalisir korban jiwa
yang ditimbulkan akibat dari konflik bersenjata yang sedang berlangsung, dan
hal tersebut tentu akan menciptakan kondisi yang aman bagi pihak yang tidak

terlibat dalam konflik bersenjata.

Kondisi yang aman tentu akan membawa dampak positif bagi pihak-pihak

yang tidak terlibat dalam suatu konflik bersenjata, yaitu menjamin berlangsungnya

infrastruktur sipil yang digunakan oleh penduduk sipil untuk melakukan aktivitas

sehari-harinya, tidak hanya bagi penduduk sipil saja bahkan kelompok bersenjata

yang turut serta dalam konflik bersenjata akan lebih terjamin keamanannya ketika

sedang tidak dalam melakukan tugasnya.

b. Prinsip kemanusiaan dan non-diskriminasi (Humane treatment and non-

discrimination Principle)
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Prinsip kemanusiaan dan non dikriminasi sangat lekat dengan adanya
konflik bersenjata, hal tersebut disebabkan adanya banyak pemyimpangan
yang terjadi selama konflik bersenjata sedang berlangsung. Penyimpangan
tersebut dimulai dari halyang sifatnya tidak krusial, hingga dampak yang
berakibat fatal bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Dampak-dampak yang ditimbulkan sangat lekat dengan kekerasan
bagi pihak-pihak tertentu, pada umumnya yang menjadi korban utama dalam
suatu konflik bersenjata adalah warga sipil yang tidak ikut serta dalam konflik
bersenjata, akan tetapi juga terjadi pada pihak kelompok bersenjata yang turut
serta yang konflik bersenjata.

Kelompok bersenjata merupakan pihak yang diakui secara sah oleh
Konvensi Jenewa 1949 dalam protokol tambahannya tahun 1977 untuk turut
serta dalam konflik bersenjata.'® Menurut Ketentuan Pasal 43 protokol tambahan
1 1977 golongan angkatan bersenjata adalah :

1. “The armed forces of a party to a conflict consist of all organized
armed forces, groups and units which are under a command
responsible to that party for the conduct or its subordinates, even if
that party is represented by a govermment or an authority not
recognized by an adverse party. Such armed forces shall be subject
to an internal disciplinary system which, inter alia, shall enforce
compliance with the rules of international law applicable in armed
conflict”.

2. “Members of the armed forces of a party to a conflict (other than
medical personnel and chaplains covered by article 33 of the third
convention) are combatants, that is to say, they have the right to
participate directly in hostilities”.

“whenever a party to a conflict incorporates a paramilitary or
armed law enforcement agency into its armed forces it shall so
notify the other parties to the conflicts”. i

Ketentuan Pasal 43 protokol tambahan tahun 1977 Konvensi Jenewa

1949 menegaskan bahwa kelompok bersenjata harus dipimpin oleh pihak

18 | ihat, Konvensi Jenewa 1949 protokol tambahan | tahun 1977 Ketentuan Pasal 47



24

yang bertanggung jawab atasnya yang dimana kelompok bersenjata tersebut
bersifat sebagai pelaksana dalam suatu konflik bersenjata, sehingga kelompok
bersenjata tersebut perlu adanya payung hukum yang memastikan jaminan
atas keselamatannya.

Hukum humaniter dalam prinsip dasarnya memberikan perlindungan
terhadap adanya perbuatan yang berlawanan dengan prinsip kemanusiaan dan
mencegah terjadinya diskriminasi ketika konflik bersenjata terjadi. Prinsip
tersebut sangat bersifat fundamental dan harus di tegakan secara nyata dalam
setiap konflik bersenjata.

Prinsip kemanusiaan dan non diskriminasi adalah'” :

“All people must be treated humanely and without discrimination
based on sex, nationality, race, religion or political beliefs. Those who are out
of action (hors de combat), such as surrendering combatants, air crew
parachuting from downed aircraft, the wounded, sick and shipwrecked,
prisoners of war and other captives and detainees, must be identified as such
and treated humanely.”

Merujuk pada pengertian di atas dapat dimengerti bahwa setiap pihak-
pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus memberikan kepastian akan
keselamatan pihak kelompok bersenjata yang lain, sekalipun kelompok
bersenjata tersebut adalah musuhnya. Pengertian tersebut memberikan
perlindungan tanpa harus memperhatikan dari mana asal kelompok bersenjata
tersebut, apa jenis kelamin dan warna kulitnya, dan bagaimana kondisi saat
berada dalam medan pertempuran.

Dalam Praktek ketika konflik bersenjata terjadi sangatlah berbanding
terbalik dengan apa yang dicantumkan dalam prinsip dasar tersebut.
Pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok bersenjata sangatlah sering

terjadi, dan tidak memperhatikan bagaimana tindakannya ketika berhadapan

17|CRC, 2002, the law of armed conflict.pdf, 5. The basic principles of the law of armed conflict, Unit
for relations with armed and security forces, Geneva, Switzerland.
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dengan kelompok bersenjata lain yang dinilai sudah tidak mampu lagi
bertempur.

Anggota kelompok bersenjata yang terluka dan sudah termasuk dalam
kategori hors de combat merupakan sasaran mudah bagi kelompok bersenjata
lain untuk terus melukai dan bahkan menyiksa kelompok bersenjata tersebut
hingga mati. Hal tersebut tentu sangatlah bertentangan dengan prinsip
kemanusiaan yang dimana scharusnya dapat memberikan perlindungan
terhadap kelompok bersenjata yang terluka tersebut.

Hal yang mendorong dilakukannya pelanggaran tersebut dapat dimulai
dari status kelompok bersenjata tersebut, yang dimana apabila kelompok
bersenjata yang terluka tersebut adalah lawannya, maka kelompok bersenjata
tersebut menempatkannya sebagai tempat pelampiasan emosinya tersebut. Hal
tersebut lah yang mendorong tindakan yang barbar dan tidak manusiawi
ketika konflik bersenjata terjadi.

Tindakan barbar tersebut dilakukan karena rendahnya pengetahuan
tentang rasa kemanusiaan terhadap sesamanya dan bahkan karena rasa ketidak
ingin tahu terhadap prinsip dasar tersebut sehingga menimbulkan tindakan
yang bertentangan dengan prinsip dasar tersebut.

Pengetahuan yang cukup mengenai prinsip dasar hukum humaniter
tidak memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tersebut akan terus
berdasar pada prinsip-prinsip dasar hukum humaniter. Hal tersebut sangatlah
subyektif, karena semua akan kembali lagi ke individu tersebut apakah akan
menegakan hukum tersebut atau bahkan tidak menegakan sama sekali hukum

dan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter.

Memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam suatu konflik
bersenjata dapat dilakukan dengan cara, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan
sejak dini dan rasa peduli terhadap sesamanya, dengan mengerti nilai-nilai

dasar terhadap kemanusiaan dan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter



26

internasional akan membuat individu tersebut menjunjung nilai-nilai
kemanusiaan baik ketika konflik bersenjata tersebut terjadi maupun konflik

bersenjata tersebut sedang tidak terjadi.

c. Prinsip Itikad Baik (Good Faith principle)

[tikad baik dalam konflik bersenjata merupakan hal yang sangat lekat
dengan salah satu prinsip dasar hukum humaniter, yaitu prinsip kemanusiaan
dan non-diskiminasi. Untuk menegakan prinsip kemanusiaan dan non-
diskriminasi tersebut perlu adanya itikad baik dari masing-masing pihak baik
yang terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata maupun yang tidak
terlibat dalam suatu konflik bersenjata.

Konflik bersenjata sangat rentan dengan adanya kekerasan terhadap
pihak yang teribat didalamnya, kekerasan yang dilakukan sangatlah beragam,
dimulai dari kekerasan secara mental, hingga kekerasan secara fisik maupun
secara scksual. Kekerasan secara seksual umumnya dilakukan tidak hanya
pada kaum perempuan, bahkan terhadap kaum laki-laki dan anak-anak sering
ditemukan adanya kekerasan tersebut.

Pada sesama kelompok bersenjata, apabila pada saat di medan
pertempuran harus saling ada itikad baik diantara keduanya, itikad baik
tersebut dapat dari berbagai aspek, dimulai dari rasa saling menghormati
antara yang satu dengan yang lain, hingga rasa kemanusiaan untuk saling
tolong menolong sekalipun kelompok bersenjata tersebut adalah musuhnya

sendiri.

Rasa kemanusiaan terhadap kelompok bersenjata, mendorong banyak
definisi mengenai itikad baik itu sendiri. prinsip itikad baik adalah'®:
“Good faith between opponents is a customary principle of warfare.

The military should show good faith in their interpretation of the law of armed

18 |CRC, 2002, the law of armed conflict.pdf, 5. The basic principles of the law of armed conflict, Unit
for relations with armed and security forces, Geneva, Switzerland.
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conflict. Good faith must also be observed in negotiations between opponents
and with humanitarian organizations.”

Berdasarkan pada pengertian tersebut prinsip itikad baik dapat
diartikan sebagai prinsip saling menghormati antara kelompok bersenjata yang
satu dengan kelompok bersenjata yang lain, sekalipun kelompok bersenjata
tersebut adalah musuhnya sendiri. Karena prinsip itikad baik merupakan dasar
bagi hukum perang itu sendiri. Selain itu prinsip itikad baik dapat dilakukan
oleh masing-masing pihak melalui suatu organisasi humaniter yang dimana
bertujuan untuk memulihkan dan mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik.

[tikad baik yang sangat di harapkan ketika pecahnya kontlik bersenjata
adalah itikad untuk saling berdamai dan menghentikan adanya konflik
tersebut yang mengakibatkan adanya kerugian baik secara materiil maupun
non-materiil. Melalui organisasi humaniter yang dimana dapat membantu
untuk meredakan konflik dan menciptakan keamanaan dan keberlangsungan
hidup mereka tanpa adanya korban jiwa.

Organisasi humaniter yang menampung dan mengupayakan adanya
perdamaian serta itikad baik dari masing-masing pihak yang berkonflik
merupakan suatu tantangan tersendiri ketika akan melakukan upaya
perdamaian. Hal tersebut dikarenakan karena setiap pihak yang berkonflik
belum dapat dipastikan akan memiliki itikad baik atau bahkan tidak sama
sekali.

Rentan nya terhadap rasa ketidak ingin tahuan merupakan salah satu
faktor kunci sebuah konflik bersenjata akan berlangsung berkepanjangan.
Sebab konflik bersenjata yang berkepanjangan akan memberikan dampak
yang luar biasa negatif bagi masing-masing pihak. Hal tersebut dapat dilihat
dari jumlah korban yang di timbulkan, hingga kerugian secara financial
terhadap adanya konflik bersenjata tersebut.

Kesadaran terhadap pentingnya prinsip itikad baik bagi masing-
masing pihak merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat
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disampingkan. Hal tersebut karena prinsip itikad baik sebagai pendukung hak
asasi manusia, yang dimana kesadaran masing-masing pihak sebagai
pendorong utama terbentuknya situasi yang lebih baik, tidak hanya untuk
warga sipil saja, akan tetapi juga untuk kelompok bersenjata yang terlibat

dalam konflik bersenjata.

d. Prinsip Pembeda (Distinction Principle)

Prinsip pembeda merupakan prinsip yang memberikan gambaran
bagaimana kelompok bersenjata harus dapat membedakan mana yang
merupakan kelompok bersenjata musuh, dan mana yang merupakan non-
kelompok bersenjata dalam konflik bersenjata yang sedang terjadi.

Prinsip pembeda merupakan salah satu bentuk perlindungan yang
diberikan oleh hukum perang atau hukum humaniter internasional dalam
konflik bersenjata yaitu memberikan perlindungan terhadap pihak non-
kelompok bersenjata. Yang dimana kelompok bersenjata wajib membedakan
dan dilarang untuk menjadikan pihak yang tidak terlibat dalam konflik
bersenjata seperti penduduk sipil untuk dijadikan objek penyerangan.

Objek penyerangan dalam konflik bersenjata juga dibatasi dengan
adanya prinsip kepentingan militer (military necessity) yang dimana
penyerangan semata-mata ditujukan hanya untuk melemahkan kekuatan
militer lawannya, dalam prinsip pembeda tidak hanya ditujukan bagi pihak
sipil saja, akan tetapi pihak kelompok bersenjata juga perlu dibedakan. ' “The
prohibition to attack persons recognized to be hors de combat (see Rule 47)
and with the rule that civilians are protected against attack unless and for
such time as they take a direct part in hostilities (see Rule 6). Belligerent

reprisals against civilians are discussed in Chapter 41.”

Yhttps://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/vl cha chapterl rulel, diakses tanggal 18
Februari 2018.
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Merujuk pada penjelasan tersebut, prinsip pembedaan tidak hanya
berlaku bagi warga sipil saja, akan tetapi kelompok bersenjata juga diberkan
adanya prinsip pembedaan. Kelompok bersenjata yang diberikan prinsip
pembedaan dalam konflik bersenjata apabila kelompok bersenjata tersebut
memenuhi unsur Ketentuan Pasal 3 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949 tentang
perbaikan keadaan anggota perang yang terluka dan sakit di medan
pertempuran darat yang dimana dikategorikan sebagai “hors de combat”.

Pentingnya prinsip pembeda dalam suatu konflik bersenjata bertujuan
untuk mencegah terjadinya korban jiwa yang tidak diperlukan selama konflik
bersenjata sedang berlangsung. Pengertian lebih lanjut mengenai prinsip
pembeda dalam hukum humaniter internasional yang merupakan salah satu
asas dasarnya adalah?’:

“Distinguish between combatants and civilians or the civilian
population as such. Combatants may of course beattacked unless they are out
of action, i.e. they are hors de combat.Civilians are protected from attack but
lose that protection wheneverthey take a direct part in hostilities for the time
of their participation. Similarly, you must always distinguish between military
objectives which can be attacked and civilian objects which must be
respected. The word “object” covers all kinds of objects, whether public or
private,fixed or portable.”

Merujuk pada pengertian tersebut kelompok bersenjata yang terlibat
dalam suatu konflik bersenjata dapat dijadikan sebagai objek penyerangan
selama memperhatikan kondisi-kondisi tertentu. Yaitu kelompok bersenjata
tidak dapat di jadikan sasaran penyerangan apabila kelompok bersenjata
tersebut tidak dapat lagi turut serta dalam konflik bersenjata di akibatkan
karena mengalami luka-luka yang serius atau menyatakan tidak lagi turut serta

dalam konflik bersenjata tersebut.

20 |CRC, 2002, the law of armed conflict.pdf, 5. The basic principles of the law of armed conflict, Unit
for relations with armed and security forces, Geneva, Switzerland.
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Sedangakan penduduk sipil memperoleh perlindungan untuk
dibedakan selama terjadinya konflik bersenjata dengan tidak dijadikan sebagat
sasaran penyerangan oleh suatu pihak militer, akan tetapi warga sipil dapat
kehilangan adanya perlindungan tersebut, apabila penduduk sipil tersebut
menyatakan untuk turut serta dalam konflik bersenjata tersebut, sehingga
dapat dikategorikan sebagai kelompok bersenjata yang dimana dapat di
jadikan sasaran penyerangan oleh suatu pihak militer.

Dalam prinsip pembedaan tidak hanya manusia yang diberikan
perlindungan ketika terjadi konflik bersenjata, akan tetapi objek-objek tertentu
juga diberikan perlindungan seperti, tempat ibadah, rumah sakit, pemukiman
warga, dan serta sekolah tidak boleh dijadikan sebagai sasaran objek
penyerangan dan harus dibedakan selama konflik bersenjata sedang
berlangsung.

Senyatanya ketika konflik bersenjata terjadi, prinsip pembeda selalu
dikesampingkan dan tidak ditegakan. Penyerangan yang dilakukan oleh pihak
militer tidak mempertimbangkan sama sekali keselamatan bagi warga sipil
dan kelompok bersenjata yang sudah tidak lagi turut serta dalam konflik
bersenjata. yang menjadi sasaran utama adalah melumpuhkan infrastruktur
sipil seperti rumah sakit sehingga menimbulkan banyak korban jiwa yang
tidak terselamatkan selama konflik bersenjata sedang berlansung.

Pentingnya penegakan terhadap prinsip ini juga untuk memastikan
kelangsungan dan keselamatan hidup bagi para pihak, baik yang terlibat
secara langsung maupun tidak terlibat dalam konflik bersenjata. penanaman
pemahaman dan kesadaran akan rasa kemanusiaan menjadi salah satu
pertimbangan yang harus selalu di lakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik
tersebut, agar dapat menjaga dan memberikan rasa kemananan bagi pihak

yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata.



31

e. Prinsip Proposionalitas (Proposionality Principle)

Hukum perang atau Hukum Humaniter Internasional dalam mengatur
mengenai konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun yang
bersifat non-internasional harus selalu melihat dampak yang diakibatkan dari
suatu agresi militer yang dilakukan, baik dampak dari kerusakan bangunan
maupun korban jiwa yang dialami, baik dari pihak militer itu sendiri maupun
pihak sipil.

Segala tindakan yang dilakukan oleh pihak militer harus sejalan
dengan hukum humaniter. Hal tersebut untuk memberikan pandangan yang
jelas agar tindakan yang dilakukan tersebut berifat barbar tanpa ada hukum
yang mengatur dengan jelas, Penjelasan mengenai Prinsip Proposionalitas

adalah?':

“ When military objectives are attacked, civilians and civilian objects
must be spared from incidental or collateral damage to the maximum exient
possible. Incidental damage must not be excessive in relation to the direct and
concrete military advantage you anticipate from your operations. Excessive
use of force quite clearly violates the law of armed conflict.”

Berdasarkan pada penjelasan di atas, dalam melakukan suatu
penyerangan terhadap objek militer, objek yang menjadi milik penduduk
harus terhindar dari kerusakan, baik yang bersifat incidental, maupun dari
kerusakan yang terjadi secara bersamaan. Hal tersebut guna untuk mencegah
terjadinya korban jiwa dan kerusakan yang fatal akibat agresi militer yang
dilakukan.

Kerusakan secara insidental yang diakibatkan oleh agresi militer tidak
seharusnya menjadi berlebihan dan harus selalu meminimalisir hal tersebut,
para pihak yang berkonflik harus selalu mempertimbangkan segala operasi

militer yang dilakukan dan harus direncanakan secara matang, guna untuk

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/vl cha chapterl rulel, diakses tanggal 18
Februari 2018,
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meminimalisir kerusakan-kerusakan yang akan terjadi dan serta penggunaan
kekuatan militer yang digunakan tidak boleh secara berlebihan.

Penggunaan kekuatan militer secara berlebihan, baik dari segi
persenjataan yang akan digunakan, maupun penggunaan tentara dalam jumlah
yang terlalu banyak sangatlah bertentangan dengan hukum humaniter
internasional.

Penggunaan jumlah kekuatan militer harus diperhitungkan sejak
perencanaan penyerangan yang akan dilakukan. Penggunaan kekuatan militer
tersebut haruslah sebanding dengan agresi yang akan dilakukan, apabila
dilakukan secara berlebihan akan menimbulkan korban jiwa yang tidak
diperlukan selama agresi dilakukan, serta menjaga profesionalitas dalam
melakukan penyerangan.

Menjaga profesionalitas dalam melakukan penyerangan, semua
sangatlah bergantung pada perintah yang diberikan oleh komandan
prajuritnya. Penanaman mengenai pentingnya menjaga profesionalitas harus
ditanamkan sejak pendidikian kemiliteran. Hal tersebut tentu harus dilakukan
dengan usaha yang semaksimal mungkin, penerapan hukum dalam konflik
bersenjata sangatlah berbanding terbalik.

Rendahnya pengintaian yang dilakukan selama operasi militer menjadi
salah satu pendorong tidak tegaknya prinsip proposionalitas, serta kelalaian
yang di timbulkan selama operasi militer hal tersebut dapat di mulai dari
supervisor yang memberi perintah terhadap prajurinya, maupun tindakan yang
dilakukan oleh prajuritnya sendiri selama operasi militer tersebut dilakukan.

Integritas antara supervisor dan prajuritnya haruslah selaras dengan
hukum humaniter internasional dalam penegakan prinsip proposionalitas,
ketika konflik bersenjata sedang terjadi, banyak nyawa yang dipertaruhkan
selama menjalankan suatu operasi militer sehingga perlu ada penanaman

integritas antara supervisor yang dalam hal ini memberikan suatu perintah
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kepada prajuritnya, dan eksekusi dari perintah tersebut yang dijalankan oleh

prajuritnya.

f. Prinsip Pembatasan (Limitation Principle)

Konflik bersenjata tentu akan menimbulkan banyak dampak yang
dirasakan oleh pihak-pihak baik yang terlibat langsung, maupun pihak-pihak
yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata tersebut. Sehingga perlu adanya
hukum yang mengatur secara jelas bagaimana suatu konflik bersenjata
berlangsung tersebut dengan melihat batas-batasnya.

Hukum humaniter internasional memiliki prinsip yang mendasar
mengenai batas-batas yang boleh dilakukan dan tidak boleh di lakukan selama
konflik bersenjata sedang berlangsung, prinsip tersebut dikenal dengan prinsip
pembatasan.”?Hukum Humaniter internasional mendefinisikan prinsip
pembatasan sebagai berikut berikut “ In any armed conflict, the right of the
parties involved to choose methods and means of warfare is not unlimited, i.e.
IHL limits how weapons and military tactics may be used. Weapons and
tactics that are of a nature to cause unnecessary suffering or superfluous
injuryare prohibited.”

Merujuk pada definisi tersebut dapat di artikan bahwa, konflik
bersenjata, baik yang bersifat internasional, maupun yang tidak bersifat
internasional, dalam konflik tersebut para pihak diberikan hak untuk memilih
bagaimana metode berperang tersebut. Metode yang digunakan tersebut harus
selalu sejalan dengan bingkai kerja hukum humaniter internasional dan sebuah
konflik bersenjata yang terjadi tidak mengecualikan bahwa suatu konflik
bersenjata tersebut berlaku secara bebas. i

Konflik bersenjata dibatasi dengan cara metode konflik bersenjata itu

sendiri, dalam hal ini metode tersebut dapat berupa penggunaan senjata

22 |CRC, 2002, the law of armed conflict.pdf, 5. The basic principles of the law of armed conflict, Unit
for relations with armed and security forces, Geneva, Switzerland.
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selama konflik bersenjata, kekuatan militer yang akan digunakan, serta
eksekusi dari kepentingan militer itu sendiri. Sehingga konflik bersenjata tidak
berlaku secara bebas dalam penggunaan kekuatan dan senjata militernya.

Senjata dalam konflik bersenjata sangatlah fatal apabila tidak dibatasi
penggunaan senjata tersebut sendiri. Senjata dalam hal ini dapat berupa
senapan baik laras panjang yang memiliki amunisi dengan efek yang berbeda-
beda bila mengenai suatu objek yang menjadi bidikannya, dan dapat berupa
bom yang menimbulkan efek ledakan.

Efek yang di timbulkan dari sebuah senapan laras panjang sangatlah
berbeda dan bergantung dari besaran caliber dari pelurunya. Semakin besar
caliber pelurunya maka semakin fatal pula dampak yang dihasilkan dari
peluru tersebut.?* Standar dari caliber peluru sebuah senapan laras panjang
berkisar antara 36 — 40 caliber, yang artinya peluru dengan caliber 36 dalam
satuan inchi memiliki besar 0,36 inchi.

Setiap peluru memiliki identitasnya masing-masing sebagai contoh
peluru yang memiliki tipe AP yang berarti “Armor Piercing”. Peluru dengan
tipe AP memiliki caliber diatas 40 yang dapat menembus objek baja setebal 2
inchi. Dalam penggunaan senjata yang memiliki peluru dengan caliber besar
tentu perlu adanya pengawasan dan pembatasan dalam medan perang.

Hukum Humaniter dalam menegakan prinsip pembatasan diatur secara
jelas dalam konvensinya.?* Pengaturan mengenai penggunaan senjata
konvensional selama konflik bersenjata diatur dalam Konvensi Den Haag
Tahun 1899 Ketentuan Pasal 23, yang menyatakan :

“In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is
especially forbidden : -
a. To employ poison or poisoned weapons ;

Bhttp://www.artileri.org/2012/07/jenis-kaliber-dan-peluru.html, diakses tanggal 21 February 2018.

24 Bunyi pasal 23, extract From the Declaration Concerning The Prohibition Using Bullets Which
Expand or Flatten Easily In the Human Body (International Peace Confrence, The Hague, 1899).
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b. To kill or wound treacherously individuals belonging to the hostile
nation or army ;

c. To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or
having no longer means of defence, has surrendered at discretion ;

d. To declare that no quarter will be given ;

e. To employ arms, projectiles, or material calculated to cause
unnecessary suffering ;

[ To make improper use of a flag of truce, of the national flag or of the
military insignia and uniform of the enemy, as well as the
distinctive badges of the Geneva Convention ;

g To destroy or seize enemy property, unless such destruction or
seizure imperatively demanded by the necessities of war.

h. To declare abolished, suspended, or indiminissable in court of law
the rights and actions of the nationals of the hostile party.

A belligerent is likewise forbidden to compel the nationals hostile
party to take part in the operations of war directed against their
own country, when if they were in the belligerent’s service before
the commencement of the war.”

Berdasarkan penjelasan Ketentuan Pasal 23 Konvensi Den Haag 1899
memiliki makna penggunaan sebuah senjata dalam pertempuran dibatasi
dengan tidak dapat menggunakan sebuah peluru yang meledak dan
menghasilkan serpihan-serpihan kecil yang apabila mengenai anggota tubuh
akan menghasilkan luka dan rasa sakit yang berlebihan, serta larangan untuk
menggunakan senjata yang dimana mengandung racun.

Penegakan prinsip pembatasan dalam hukum humaniter merupakan
sebuah tantangan tersendiri bagi Hukum Humaniter itu sendiri, karena
penggunaan senjata selama konflik bersenjata tidak selalu di awasi secara
maksimal dan para pihak yang terlibat tidak memiliki itikad baik untuk
menegakan prinsip pembatasan dalam hukum humaniter internasional.

Keterbukaan yang harus selalu di jaga para pihak dapat meminimalisir
penggunaan senjata yang dilarang dalam Ketentuan Pasal 23 Konvensi Den
Haag 1899, serta akan lebih menciptakan kondisi dalam keadaan konflik

bersenjata menjadi lebih manusiawi dengan hanya bertujuan untuk
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melemahkan kekuatan militer pihak lawan dengan penggunaan kekuataan

militer dan senjata yang ditentukan oleh hukum humaniter internasional.

C. Prinsip Kemanusiaan dan non-diskriminasi

Pendalaman lebih lanjut mengenai prinsip Kemanusiaan dan non-diskriminasi
yang merupakan salah satu prinsip dasar dari hukum humaniter internasional yang
selalu menjadi sorotan utama ketika pecahnya suatu konflik bersenjata yang terjadi,
baik konflik bersenjata yang bersifat internasional maupun konflik bersenjata yang
bersifat non-internasional.

Terjadinya konflik bersenjata selalu identik dengan adanya kekerasan baik
secara fisik maupun kekerasan terhadap mental yang dilakukan oleh suatu pihak ke
pihak yang lebih lemah. Kekerasan-kekerasan yang timbul tersebut semata-mata
hanya untuk melampiaskan dendam yang terjadi selama konflik bersenjata dan tidak
memperhatikan akibat yang timbul dari tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak ke
pihak lain yang lebih lemah.

Pihak yang memiliki kekuatan militer yang lebih kuat cenderung untuk
melakukan tindakan kekerasan ketika konflik bersenjata, kekuatan tersebut dapat
dilihat dari jumlah pasukan dan persenjataan yang dimiliki oleh suatu pihak, dan
jumlah kekuatan artileri dan jumlah kendaraan perang yang dimiliki. Dengan semakin
besarnya kekuatan militer yang dimiliki maka akan cenderung untuk selalu
mendominasi suatu konflik bersenjata.

Dominasi yang dilakukan ketika konflik bersenjata terjadi dapat berupa,
penaklukan suatu wilayah yang dianggap sebagai basis militer pihak lawan.
Penaklukan wilayah tersebut bertujuan untuk melemahkan dan membatasi ruang
gerak dari pihak yang menjadi lawannya. Tujuan untuk melemahkan kekuatan militer
dari pihak lawan sering menjadi alasan yang mengesampingkan prinsip kemanusiaan
dan non-diskriminasi dalam suatu konflik bersenjata.

Prinsip kemanusiaan dan non-diskriminasi merupakan salah satu payung

hukum yang disediakan oleh hukum humaniter internasional dalam memberikan
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perlindungan terhadap pihak-pihak yang baik terlibat secara langsung maupun tidak
terlibat dengan adanya konflik bersenjata yang terjadi. Meskipun sudah adanya
payung hukum tersebut tidak menghilangkan pelanggaran yang terjadi selama konflik
bersenjata.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut yang sangat menjadi sorotan dunia internasional
ketika konflik bersenjata sedang terjadi, hal yang menjadi sorotan tersebut berupa
korban jiwa yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata sedang terjadi, dalam hal ini
adalah warga sipil dan anak-anak. Akan tetapi tidak hanya warga sipil dan anak-anak
yang menjadi korban utama, tentara yang terlibat sering menjadi korban yang dimana
tentara tersebut sudah menyerah ataupun terluka.

Tentara dalam konflik bersenjata memperoleh perlindungan dari hukum
humaniter internasional apabila memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dalam
Konvensi Jenewa 1949.?° Tentara atau angkatan bersenjatan diatur dalam Konvensi
Jenewa Ketentuan Pasal 43 Protokol tambahan I tahun 1977 yang menyebutkan :

1. “The armed forces of a party to a conflict consist of all organized armed
forces, groups and units which are under a command responsible to that
party for the conduct or its subordinates, even if that party is represented
by a government or an authority not recognized by an adverse party. Such
armed forces shall be subject to an internal disciplinary system which,
inter alia, shall enforce compliance with the rules of international law
applicable in armed conflict”.

2. “Members of the armed forces of a party to a conflict (other than medical
personnel and chaplains covered by article 33 of the third convention) are
combatants, that is to say, they have the right to participate directly in
hostilities .

“whenever a party to a conflict incorporates a paramilitary or armed law

enforcement agency into its armed forces it shall so notify the other parties to the

conflicts”.

%5 Bunyi pasal 43, extract from Additional Protocols of 1977 relating to the protection of victims of
armed conflicts, Geneva, Swiss, 1977.
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Berdasarkan Ketentuan Pasal 43 dapat diambil kesimpulan bahwa tentara atau
angkatan bersenjata yang diakui oleh hukum humaniter internasional harus dibawah
perintah perseorangan yang bertanggung jawab atasnya, memakai identitas sebagai
pembeda antara kelompok bersenjata dan non-kelompok bersenjata, membawa
senjata secara terang-terangan, dan tunduk pada hukum humaniter internasional.
Dalam memperoleh perlindungan oleh hukum humaniter internasional sebelumnya
tentara atau angkatan perang wajib untuk memenuhi Ketentuan Pasal 43 Protokol
Tambahan 1 tahun 1977. Diberikannya perlindungan oleh hukum humaniter
internasional tersebut guna untuk menjamin keselamatan dan kelangsungan hidup
bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Keselamatan dan kelangsungan hidup bagi para pihak yang berkonflik
merupakan hak yang mendasar dan wajib dihormati bagi pihak yang terlibat dalam
konflik bersenjata. hal tersebut di tuangkan dalam prinsip dasar dari hukum
humaniter internasional yaitu prinsip kemanusiaan dan non-diskriminasi yang
merupakan salah satu payung hukum untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat
tidak hanya dalam keadaan konflik bersenjata saja melainkan juga dalam keadaan
damai atau tidak dalam kondisi konflik bersenjata sedang berlangsung.

Konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk hubungan internasional yang
dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lain, ketika perundingan dan
diplomasi tidak membuahkan hasil dan semakin tingginya ketegangan politik yang
terjadi antar bangsa, sehingga salah satu bentuk untuk menyelesaikan ketegangan
politik yang ada bangsa-bangsa menggunakan kekuatan militernya untuk
menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Hal yang menjadi sorotan utama ketika konflik bersenjata sedang terjadi
adalah jumlah korban dan kerusakan yang di timbulkan, ketika timbul adanya korban
jiwa dalam konflik bersenjata sangat erat dengan adanya kekerasan dalam konflik
bersenjata tersebut, kekerasan dalam suatu konflik bersenjata adalah hal yang sangat
dilarang untuk dilakukan ketika konflik bersenjata sedang terjadi karena akan

menimbulkan kehilangan nyawa dan harta benda yang tidak diperlukan.
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Prinsip kemanusiaan dan non-diskriminasi merupakan tolak ukur yang utama
ketika konflik bersenjata terjadi, hal tersebut dapat dilihat selama terjadi konflik
bersenjata apakah prinsip utama tersebut sudah dilaksanakan dan ditegakan oleh
pihak yang terlibat. Penegakan prinsip kemanusiaan dan non-diskriminasi harus
dilakukan secara keseluruban tanpa melihat sisi-sisi tertentu. Sisi tersebut dapat
berupa ras, bangsa, agama, gender dan warna kulit dari pihak tertentu.

Seiring berkembangnya konflik bersenjata sering sekali terlihat penindasan-
penindasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Penindasan yang dilakukan
sering dilakukan hanya beralasan bahwa pihak tersebut adalah musuhnya yang
dimana harus di lemahkan dengan cara dibunuh atau disiksa. Berdasarkan alasan
tersebut para pihak dilarang keras untuk melakukan hal-hal tersebut yang dimana
sangat bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan non-diskriminasi.

Penegakan prinsip kemanusiaan dan non-diskriminasi dalam konflik
bersenjata merupakan tantangan tersendiri bagi para pihak dan juga tantang bagi
hukum humaniter internasional itu sendiri, karena penegakan prinsip tersebut sangat
bersifat subyektif, yang artinya terjaminya penegakan atas prinsip tersebut sangatlah
bergantung oleh pihak-pihak yang terlibat selama konflik bersenjata itu sendiri.

Kesadaran para pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan
menghapuskan diskriminasi selama konflik bersenjata perlu dimulai dengan rasa
perduli yang ditanamkan pada diri sendiri dan untuk sesamanya, ketika konflik
bersenjata berlangsung dan apabila suatu pihak menemukan kelompok bersenjata
yang menjadi musuhnya terluka, maka dengan kesadaran atas dirinya sendiri untuk
membantu dan menolong agar mendapatkan pengobatan dengan segara apabila

ditemukan sudah dalam keadaan terluka.
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Pendapat mengenai prinsip kemanusiaan dan non diskriminasi dalam hukum
humaniter internasional mendapat komentar dari ahli hukum humaniter
internasional.?® Gary D. Solis yang berpendapat bahwa :

“The principle of humanity should be viewed not as legal norms but as extra-

legal consedirations, the difference between principles and considerations

franscends semantic and goes into substance.”

Berdasarkan pendapat tersebut prinsip kemanuisaan merupakan pertimbangan
hukum bagi para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut, dalam
memberikan pertolongan bagi setiap korban dalam konflik bersenjata, dan dengan
adanya prisnip kemanusiaan dan non-diskriminasi dimaksudkan agar prinsip tersebut
dapat hadir untuk memberikan landasan-landasan yang berdasarkan pada hak asasi
manusia yang dalam konflik bersenjata tersebut kehadirannya sangat menekan adanya
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak.

Sehingga prinsip kemanusiaan dan non-diskriminasi ketika dalam
konflik bersenjata memiliki peran yang sangat signifikan apabila ditegakan dan
dijalankan oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut, jumlah
korban, kerusakan bangunan, dan kerugian yang timbul lainnya dapat diminimalisir
dan dicegah, karena pada dasarnya para pihak diwajibkan untuk selalu menjunjung

tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata Non-Internasional
A. Pengertian Konflik Bersenjata Non-Internasional
Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi informasi pada abad ke
21 ini menuntut seluruh bangsa yang ada di dunia untuk selalu mengembangkan
bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, dan seiring berkembangnya teknologi dan
ilmu pengentahuan membuat kebutuhan setiap bangsa menjadi berbeda-beda

kepentingannya.

25 Gary D. Solis, Law of Armed Conflict-International Humanitarian Law In war.pdf, Law in armed
conflict and International Humanitarian Law, Cambridge University press, 2010, him 493.
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Setiap kepentingan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia tentu
sangat berbeda-beda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya, dan dalam
setiap kepentingan tersebut setiap bangsa memiliki cara-cara tertentu untuk
memenuhi kepentingannya tersebut. Dan sering sekali dalam setiap pemenuhan
kepentingan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa tersebut menemui konflik dalam
pelaksanaannya.

Konflik kepentingan yang di temui oleh setiap bangsa sangatlah beragam dan
berbeda-beda pula cara menghadapi dan menyelesaikan setiap konflik kepentingan
yang tersebut, hal tersebut akan mempengaruhi hasil akhir dari bangsa-bangsa yang
memiliki kepentingan dengan cara yang dipilihnya. Sebagian besar bangsa-bangsa
yang ada di dunia memilih cara berunding melalui negosiasi baik yang bersifat
bilateral maupun negosiasi yang bersifat multilateral.

Setiap negosiasi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang ada dunia tidak
jarang bangsa-bangsa tersebut tidak puas dengan hasil dari perundingan tersebut,
mengingat konflik yang dialami oleh suatu bangsa membutuhkan reaksi yang cepat
untuk mengatasi konflik-konflik kepentingan yang ada di negaranya, dan tidak jarang
bangsa-bangsa tersebut memilih menggunakan kekuatan militer yang dimiliki nya
untuk menyelesaikan konflik yang dihadapinya demi untuk menjaga ketertiban dan
keamanan negaranya.

Konflik-konflik yang di hadapi oleh bangsa-bangsa tidak jarang sangat
mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan negaranya, sehingga kekuatan militer
yang dimiliki dianggap perlu untuk menjaga keamanan negaranya, dan Kketika
penggunaan kekuatan militer tersebut sudah dilakukan tidak jarang pula akan timbul
kerusuhan-kerusuhan dalam prosesnya.

Kerusuhan-kerusuhan yang ditimbulkan tersebut jika tidak ditangan secara
cepat oleh suatu bangsa maka akan membuat semakin meluasnya kerusuhan tersebut
dan akan semakin mengancam kedaulatan suatu bangsa, dan apabila kerusuhan yang

timbul tersebut mengancam kedaulatan bangsa akan menyebabkan dimana hukum
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tidak dapat berlaku secara maksimal dan masyarakatnya masuk kedalam keadaan
“chaos”.

Konflik-konflik yang melibatkan kekuatan militer suatu negara melawan
penduduknya sendiri yang dimana konflik tersebut masih dalam wilayah negara yang
bersangkutan disebut konflik bersenjata non-internasional atau non-international
armed conflict?” Definisi dari konflik bersenjata non-internasional adalah “those
restricted to the territory of a single State, involving either regular armed forces
fighting groups of armed dissidents, or armed groups fighting each other. A more
limited range of rules apply to internal armed conflicts and are laid down in Article 3
common fo the four Geneva Conventions as well as in Additional Protocol II.”

Merujuk pada pengertian tersebut konflik bersenjata non-internasional dapat
diartikan bahwa konflik bersenjata yang terjadi dalam satu wilayah negara yang
dimana pihak nya dapat berupa angkatan bersenjata negaranya melawan pembelot
bersenjata, atau kelompok bersenjata yang satu melawan kelompok bersenjata yang
lainnya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata tujuan utamanya
adalah mendapat kontrol suatu wilayah agar kekuatan dari oposisi nya semakin
melemah dan membatasi ruang gerak dari lawannya. Dengan dilemahkan kekuatan
militer dan ruang gerak bagi pihak lawannya maka akan semakin mudah untuk
menghilangkan dan membuat menyerah pihak lawan.

Dalam konflik bersenjata non-internasional pihak-pihak yang terlibat
sangatlah beragam, mulai dari kekuatan militer negaranya, pembelot bersenjata yang
menentang negaranya, atau bahkan teroris yang berusaha menancapkan pengaruhnya
terhadap negaranya. Dan setiap gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pihak-pihak
yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata selalu didasari oleh perbedaan-perbadaan

tertentu yang tidak sesuai dengan suatu pemerintahan negaranya.

7 Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et all, op. cit., him. 28.
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Perbedaan-perbedaan yang timbul pada suatu negara dapat menjadi pedang
bermata dua bagi negara itu sendiri, karena perbedaan yang ada dalam masyarakatnya
dapat membawa suatu perbuahan besar yang positif atau bahkan dapat menyebabkan
runtuhnya suatu negara yang memiliki perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan
tersebut dapat berupa sistem budaya masyarakatnya, perbedaan ras, atau bahkan
agama yang ada dalam suatu negara.

Kemajemukan masyarakat yang ada di suatu negara tentu memiliki budaya-
budaya yang berbeda dan memiliki keunikan nya tersendiri sebagai ciri khas atas
masyarakat tersebut, keberagaman tersebut dapat menjadi nilai positif bagi suatu
negara atau bahkan menjadi pemicu konflik bagi negara tersebut.

Semakin banyaknya budaya masyarakat yang terdiri dari suku-suku yang
berbeda, maka akan semakin besar juga konflik yang akan timbul tersebut, perbedaan
paham dan budaya dapat menjadi penyebab utama suatu konflik antar golongan dapat
terjadi, dan bahkan dapat melibatkan suatu kekuatan militer dalam konflik yang
dialami tersebut.

Penyebab konflik bersenjata internasional tidak hanya karena perbedaan
paham antara pemerintah dengan masyarakatnya atau antara golongan masyrakatnya,
tuntutan untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh
pemerintahnya dapat mendorong adanya suatu konflik bersenjata, hal tersebut sering
terjadi pada negara yang menganut sistem pemerintahan otoriter.

Pemerintahan yang cenderung tertutup dari masyarakatnya dan tingginya
tingkat korupsi yang terjadi di negaranya mendorong masyarakat negaranya untuk
melakukan pergerakan melawan pemerintahannya. Pergerakan-pergerakan yang
dilakukan oleh masyarakatnya dilakukan dengan cara berdemonstrasi secara massal
untuk dipenuhinya tuntutan masyarakat yang dimana memiliki ekonomi dan
kehidupan yang layak bagi semua golongan.

Kewajiban pemerintah yang mendasar adalah menjaga masyarakatnya dan
memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya, hal tersebut tentu merupakan salah

satu hak bagi masyarakatnya dan pemerintah seharusnya menyiapkan lapangan
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pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negaranya agar tercipta stabilitas
antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dengan terciptanya stabilitas antara
pemerintah dengan masyarakatnya maka akan terjamin keamanan bagi masyarakat
dan pemerintahnya sendiri.

Keamanan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap umat manusia dan harus
selalu ditegakan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pada suatu negara.
Jatuhnya suatu negara selalu dimulai dengan tidak terciptanya ekonomi yang
memakmurkan masyarakat dan keamanan bagi masyarakatnya tersebut. Pendekatan
secara koersif oleh pemerintah cenderung memicu konflik yang berkepanjangan dan
menimbulkan korban jiwa di antara kedua belah pihak.

Jatuhnya suatu rezim pemerintahan seperti yang terjadi di kawasan timur
tengah yang dipicu dari gerakan “Arab spring” yang dimana masyarakat menuntut
untuk adanya pemerintahan dilakukan secara terbuka dan menuntut pemerintah untuk
memakmurkan masyarakatnya. Gerakan “Arab spring” dipelopori oleh Tunisia dan
kemudian menyebar ke beberapa dacrah tetangga nya seperti di Mesir, Libya, dan
Suriah.

Libya pada tahun 2011 melakukan demonstrasi besar-besaran di beberapa
kota nya seperti di Benghazi dan Tripoli yang menuntut pemeirntahnya pada saat itu
dipimpin oleh Moammar Khadafi. Moammar Khadafi memimpin negaranya secara
dictator yang dimana golongan politiknya hidup dengan makmur sementara rakyatnya
mengalami kemiskinan, sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan protes
secara besar-besaran, akan tetapi oleh pihak militer Libya justru melepaskan
tembakan kearah demonstran yang tengah mengeluarkan aspirasi.

Dengan dikeluarkannya tembakan tersebut memicu masyarakat untuk
melengserkan pemerintahan Moammar Khadafi yang akhirnya pada tahun 2011
terjadi perang sipil yang pertama di Libya hingga akhir bulan agustus 2011 dengan
ditandainya Meninggalnya ‘Moammar Khadafi di tangan rakyat nya sendiri.

Meninggalnya Moammar Khadafi membuat kekosongan kekuasaan yang terjadi di
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Libya dan pada akhirnya GNC memegang tampuk pemerintahan Libya secara
demokratis dan dipimpin oleh Nouri Abusahman.

Seiring berjalannya waktu Libya mengalami kekacauan pemerintahan di
bawah pemerintahan GNC, hal tersebut disebabkan pemerintah GNC yang condong
kearah islamis lebih memilih untuk mempersenjatai milisi-milisi islam dibandingkan
dengan pihak militernya sendiri, sehingga pada tahun 2014 Khalifa Haftar yang posisi
sebelumnya adalah mantan jenderal pada era Moammar Khadafi menuntut untuk
dilakukan pembubaran terhadap GNC karena dinilai tidak pro terhadap negaranya

dan dinilai sebagai pintu masuknya teroris ke Libya.

B. Pihak Kelompok Bersenjata yang Terlibat Konflik Bersenjata di Libya

Konflik bersenjata sangat lekat dengan adanya kekuatan militer yang dimiliki
oleh suatu bangsa atau suatu kelompok bersenjata, hal tersebut merupakan salah satu
kunci bagaimana konflik bersenjata tersebut dapat dimenangkan, dan serta
penggunaan strategi yang baik dan sesuai dengan hukum humaniter merupakan salah
satu faktor yang penting ketika konflik bersenjata sedang terjadi.

Meninjau suatu konflik bersenjata, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu
konflik bersenjata dapat terdiri dari angkatan bersenjata yang dalam hal ini adalah
tentara nasional suatu negara atau terdiri dari angkatan bersenjata dengan tambahan
berupa milisi-milisi yang dimana milisi tersebut secara aktif turut serta dalam suatu
konflik bersenjata. baik angkatan bersenjata maupun milisi yang terlibat dalam suatu
konflik bersenjata harus tunduk dan patuh pada Hukum Humaniter Internasional.

Angkatan bersenjata dan Milisi yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata
diatur dalam Hukum Humaniter internasional, dan pengaturan tersebut terletak pada
Konvensi Jenewa 1949 dalam Protokol tambahannya tahun 1977 Ketentuan Pasal 43

dan Konvensi Den Haag 1889 dalam Lampirannya tahun 1907 ketentuan Pasal 1.
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Konvensi Jenewa 1949 dalam Protokol tambahannya tahun 1977 Ketentuan
Pasal 43 mendefinisikan angkatan bersenjata sebagai berikut?® :

1. “The armed forces of a party to a conflict consist of all organized armed
forces, groups and units which are under a command responsible to that
party for the conduct or its subordinates, even if that party is represented
by a government or an authority not recognized by an adverse party. Such
armed forces shall be subject to an internal disciplinary system which,
inter alia, shall enforce compliance with the rules of international law
applicable in armed conflict”.

2. “Members of the armed forces of a party to a conflict (other than medical
personnel and chaplains covered by article 33 of the third convention) are
combatants, that is to say, they have the right to participate directly in
hostilities”.

“whenever a party to a conflict incorporates a paramilitary or armed law

enforcement agency into its armed forces it shall so notify the other parties to the

conflicts”.

Merujuk pada Ketentuan Pasal 43 Konvensi Jenewa 1949 pada protokol
tambahannya tahun 1977 Angkatan bersenjata yang sah dalam suatu konflik
bersenjata harus dipimpin oleh atasan yang bertanggung jawab atas tindakannya baik
yang dipimpin oleh suatu pemerintahan atau pihak yang berwajib akan tetapi bukan
dari pemerintahan yang dimana tunduk dan patuh pada hukum perang.

Pada tahun 2014 di Libya terjadi konflik bersenjata non-internasional yang
kedua kalinya. Konflik bersenjata yang pertama terjadi pada tahun 2011 yang dimana
konflik tersebut bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan dari Moammar Kadathi
yang dikenal sebagai pemimpin diktator, konflik bersenjata yang pertama ditandai
dengan jatuhnya Moammar Kadafhi dan akhirnya pemerintahan demokratis yang
pertama dibentuk dibawah kepimpinan GNC (General National Congress).

Seiring dengan berjalannya waktu banyak terjadi kegoncangan antara
pemimpin bangsa, yang akhirnya pada tahun 2014 Khalifa Haftar yang menjabat

sebagai jenderal pada era Moammar Kadafthi melancarkan serangan ke kota

28 |ihat Konvensi Jenewa 1949 dalam Protokol tambahannya tahun 1977 Ketentuan Pasal 43
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Benghazi. Kota tersebut dinilai sangat strategis karena banyak ditemukan sumber-
sumber minyak sehingga apabila dapat menduduki kota tersebut akan melemahkan
kekuatan militer pihak lawan yang pada saat itu kota tersebut diduduki oleh salah satu
milisi yang bekerja sama dengan GNC yaitu Shura Council of Benghazi
Revolutionaries yang dipimpin oleh Ismail Muhammad al-Salabi.

Khalifa Haftar dalam melakukan penyerangan tersebut diberi dengan nama
“Operation Dignity” yang dimana tujuan utama dari operasi tersebut adalah untuk
memurnikanLibya dari gerakan-gerakan islamis militan yang dinilai merupakan
penyebab utama masuknya jaringan terorisme di Libya, sehingga membuat
perekonomian dan keamanan di Libya menjadi rapuh.

Dalam melancarkan operasi militer yang dilakukan oleh Khalifa Haftar tentu
melibatkan pihak-pihak untuk melancarkan serangan tersebut, pihak kelompok

bersenjata yang pro pemerintahan antara lain :

1. Libyan National Army

Libyan National Army yang bermarkas di Tripoli, Libya merupakan
pendukung dari operasi militer yang dilancarkan oleh Khalifa Haftar di Libya
pada tahun 2014, pada operasi militer tersebut Libyan National Army
dipimpin oleh Colonel Abdussalam Al-Hassi. Dalam melancarkan Operation
Dignity tersebut Libyan National Army merupakan pendukung utama dari
serangan darat yang dilakukan oleh Khalifa Haftar. Khalifa haftar ditunjuk
oleh anggota dewan perwakilan rakyat sebagai pemimpin dari Libyan
National Army.*® Kekuatan militer yang dimiliki oleh Libyan National Army
terdiri dari Air Force Brigade, Al-Saiqa Brigade, dan 204 Tank Brigade yang
saling berkoordinasi dalam setiap melakukan pergerakan di Libya. Libyan

National Army mendapat bantuan berupa persenjataan dan kendaraan berat

https://www.globalsecurity.org/military/world/para/Ina.htm, diakses pada 25 Maret 2018
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seperti tank dari Mesir, United Emirates Arab, dan Russia.*® Dalam serangan
pertama yang dilakukan ke kota Benghazi pada bulan Mei 2014 jumlah
korban jiwa tidak dapat ditentukan, berdasarkan laporan darimedia dan Non
Governmental Organization tanggal 20 Oktober 2014 memperkirakan bahwa
korban jiwa yang timbul akibat serangan tersebut mencapai ratusan meninggal
dunia dan ribuan terluka yang dimana jumlah korban jiwa tersebut termasuk
kelompok bersenjata para pihak dan serta penduduk sipil yang tidak terlibat

dalam konflik tersebut.

2. Zintan Brigade

Zintan Brigade dibentuk oleh Mohammad Ali Madani yang meninggal
dunia di medan pertempuran pada pergerakan Libya pertama takun 2011.
Zintan Brigade merupakan milisi yang bergerak di kota Zintan yang terdapat
di gunung Nafusa. Zintan Brigade merupakan milisi terkuat dalam konflik
bersenjata tersebut.>! Dalam perang sipil yang pertama di Libya tahun 2012
Zintan Brigade bersama dengan NATO (North Atlantic Treaty Organization)
menyerang pasukan Moammar Khadafi di Libya Barat dengan kemenangan
dan mendapatkan “kontrol penuh” atas wilayah tersebut.*? Pada tahun 2014
saat Khalifa Haftar mengumumkan akan menjalankan operasi militer yang
diberi nama “Operation Dignity”, Zintan Brigade, al-Sawaiq, dan al-Qaqa
Battalions mendeklarasikan diri menjadi pendukung Pro-pemerintahan dan
anti-islamis kemudian melakukan penyerangan terhadap kelompok islamis
tersebut di Tripoli, Libya. Sebagai kelompok milisi terkuat yang pro-
pemerintahan dan anti-islamis, Zintan Brigade memegang peran yang sangat
penting dalam pembebasan Libya dari gerakan terorisme dan menciptakan

keadaan dimana warga negaranya mendapatkan kebebasannya. Jumlah

30 |bid.

3http://www.refwarld.org/docid/52ce9f514.html, diakses 27 Maret 2018

2http://www.bbc.com/news/world-middle-east-19744533, diakses 27 Maret 2018
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persenjataan yang dimiliki oleh kelompok milisi ini sangatlah kuat dengan
jumlah stok yang sangat besar berkat penyerangan yang dilakukan
sebelumnya pada tahun 2012 di Libya Barat. Zintan brigade merupakan milisi
yang memiliki efektifitas serta pengalaman tempur yang sangat baik
dibandingkan dengan milisi yang lainnya sehingga membuat Zintan Brigade
yang bermarkas di Libya sangat berpengaruh bagi Khalifa Haftar dalam
menjalankan operasi militernya.
3. Al-Saiqa

Al-Saiga atau yang lebih dikenal dengan istilah “Kilat Petir”
merupakan kelompok milisi yang ahli dalam bidang penerjunan udara ini
bermarkas di Benghazi, Libya dan merupakan salah satu milisi bagian dari
Zintan Brigade. Al-saiq dipimpin oleh kolonel Abu Khamadah memiliki
personel militer yang berjumlah 2000 personel militer. Sebelum adanya
operasi militer yang dijalankan oleh Khalifa Haftar tahun 2014, pada tahun
2013 Al-Saiqa sudah bertempur melawan pasukan dari Anshar al-Sharia yang
merupakan milisi islam ekstrimis di Benghazi.>* Pada pertempuran tahun
2013 di Benghazi mengalami sejumlah kekalahan yang menewaskan 63 orang
dan 200 lainnya terluka parah selama pertempuran tersebut. Hingga pada
tahun 2014 semenjak diserukannya operasi militer oleh Khalifa Haftar, al-
Saiga menjadi salah satu kekuatan militer pro-pemerintahan yang memegang
andil dalam penyerangan yang dilakukan oleh Khalifa Haftar pada bulan
maret 2014 yang dimulai di kota Benghazi, Libya.

Konflik bersenjata yang terjadi di Libya pada tahun 2014 tentu membawa
dampak yang sangat besar bagi negara tersebut, disamping itu pihak kelompok

bersenjata yang menjadi oposisi dari pergerakan yang dilakukan oleh Khalifa Haftar

3Burweila, Aya. “Libya, Syria, and the Resurgence of Al-Qaeda", The Jerusalem Review.
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untuk memurnikan Libya terutama di kota Benghazi ini rata-rata merupakan anggota

milisi yang menjaga kota tersebut pasca jatuhnya rezim Moammar Khadafi.

Kelompok-kelompok milisi menamakan dirinya dengan Shura Chouncil of

Benghazi Revolutionaries dan kelompok milisi lain yang salah satu pemimpinnya

yaitu Mohammad al-Zahawi dari Anshar al-Sharia yang dimana organisiasi tersebut

telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh United Nations (UN), United Emirates

Arab, Amerika Serikat, Inggris, dan Turki.

Kelompok-kelompok milisi yang tergabung dalam Shura Council of Benghazi

Revolutionaries antara lain :

1. Shura Council of Benghazi Revoluntaries

Shura Council of Benghazi Revolutionaries merupakan salah satu
kelompok milisi islam radikal yang menjadi oposisi dalam konflik bersenjata
kedua di kota Benghazi, Libya. Kelompok milisi yang bermarkas di kota
Benghazi ini merupakan penganut paham jihadis islamis yang merupakan akar
dari terorisme yang terjadi di Libya.

Kelompok ini dipimpin oleh Ismail Muhammad al-Salabi pada tahun
2014 memiliki kekuatan personil sebesar 4,500 milisi. Kelompok milisi ini
dibentuk pada bulan maret tahun 2014 sebagai bentuk respon dari gerakan
yang diserukan oleh Khalifa Haftar untuk menghapuskan paham islamis
radikal di Libya.** Empat kelompok utama dari Shura Council of Benghazi
Revoultionaries yaitu Anshar al-Sharia, 17 February Martyr’s Brigade, Libya
Shield 1 , dan Rafallah al-Sahati Brigade.

2. Anshar al Sharia
Anshar al-Sharia merupakan kelompok milisi yang berfaham islamis

radikal yang dipimpin oleh Mohammad al-Zahawi, kelompok milisi ini

34

Weiss, Claeb. https://www.longwarjournal.org/archives/2014/10/fighting_escalates i 1.php,

diakses 30 Maret 2018
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memiliki tujuan untuk mengimplementasikan hukum islam secara keras di
Libya.?’

Kelompok milisi Anshar al-sharia ini sebelumnya pernah menjadi
sasaran masyarakat internasional pada tahun 2012 kelompok milisi ini
bertanggung jawab atas penyerangan yang dilakukan ke gedung konsulat
Amerika serikat, yang pada kejadian tersebut menewaskan 4 orang yang salah
satu dari korban tersebut adalah Konsulat Amerika Serikat untuk Libya yaitu
Chris Stefan. Ketika operasi militer yang dilakukan oleh Khalifa Haftar tahun
2014, Kelompok milisi ini menyatakan aliansi dan bekerja sama dengan Shura
Council of Benghazi Revolutionaries untuk menahan operasi militer yang

dijalankan oleh Khalifa Haftar.

3. 17 February Martyr’s Brigade

Kelompok milisi 17 February Martyr’s Brigades atau yang lebih
dikenal sebagai 17 february ini merupakan kelompok pendukung dari Shura
Council of Benghazi Revolutionaries.’® Nama kelompok milisi tersebut
didapat ketika konflik bersenjata pertama di Libya yang terjadi pada tanggal
17 Februari 2011 sebagai bentuk perlawan dari pemerintahan Moammar
Khadafi.

Kelompok ini memiliki kekuatan militer sebesar 3.500 orang.’’
Kelompok milisi ini merupakan salah satu kelompok yang kuat pada saat
perang sipil kedua di Libya, hal tersebut dikarenakan kelompok ini memiliki
pengalaman perang saat menghadapi pasukan dari Moammar Khadafi pada
perang sipil Libya yang pertama. Dengan berbekal pengalaman konflik
sebelumnya dan pecahnya perang sipil yang kedua di Libya membuat milisi

ini layak untuk diperhitungkan. Pengaruh milisi dalam konflik bersenjata

Shttps://www.counterextremism.com/threat/ansar-al-sharia-libya-asl, dikases 30 Maret 2018
$https://www.quora.com/Where-did-the-February- et-its-name, diakses pada
30 Maret 2018

¥https://www.trackingterrorism.org/group/martyrs-17-february-brigade, diakses 30 Maret 2018
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sangat lah berdampak pada hasil dari konflik tersebut, ketika konflik
bersenjata mulai surut keberadaan milisi menjadi sebuah pedang bermata dua,
hal tersebut dikarenakan ketika konflik usai apakah para milisi yang
sebelumnya memegang senjata akan meletakan senjatanya atau bahkan tetap

mengangkat senjata dengan alasan keamanaan.

4. Libya Shield 1

Milisi yang berlatar belakang pendidikan militer ini menjadi salah satu
pemberontak yang memiliki kekuatan serta pengalaman yang tinggi pada
perang sipil Libya yang pertama pada tahun 2011.°% Libya Shield 1
merupakan salah satu payung dari kelompok milisi islamis yang
barkomposisikan dari anggota militer yang menentang pemerintahan dari
Moammar Khadafi dan milisi Mistrata yang membentuk suatu kelompok
milisi yang diberi nama dengan Libya Shield 1.

Penggabungan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut
merupakan salah bentuk upaya memperkuat dan memperbesar jumlah
kekuatan militer yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Pemimpin dari
kelompok milisi ini adalah Wissam bin Hamid dan markas besar dari Libya
Shield 1 terletak di distrik Ganfouda, Benghazi.

Kelompok milisi ini merespon dan bersekutu dengan Shura Council of
Benghazi Revolutionaries ketika Khalifa Haftar mengumumkan melakukan
pemurnian Libya yang diduduki oleh milisi-milisi ekstrimis, sebagai bentuk
protes dan perlawan terhadap gerakan tersebut, Libya Shiled 1 bertekad untuk

melawan dengan kekuatannya selama gerakan tersebut dijalankan.

3 Finnuci, Francesco, Libya: Military actors and Militia.,

https.//www.globalsecurity.org/military/world/libya/libya-shield.htm, diakses 30 Maret 2018
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5. Rafallah al-Sahati Brigade

Rafallah al-Sahati Brigade yang merupakan kelompok milisi yang
mendukung Shura Council of Benghazi Revolutionaries, kelompok milisi ini
ditetapkan oleh Arab Quartet sebagai organisasi teroris yang membuat
masuknya ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) ke Libya.

Raffalah al-Sahati yang berpusat di Libya timur ini memiliki kekuatan
milisi berjumlah 1000 orang dengan senjata lengkap yang berasal dari pasca
perang sipil Libya pertama.** kelompok milisi ini dipimpin oleh Mohammad
Ali al-Zahawi memiliki ambisi untuk menghapuskan hukum yang dibuat oleh
manusia dan menerapkan hukum islam sesuai dengan Al-Quran dan Al-
Hadist.

Pecahnya perang sipil kedua di Libya membuat kedudukan milisi yang
berada di Libya menjadi terancam posisinya, sehingga Raffalah al-Sahati
Brigade memutuskan untuk bergabung dan membantu Shura Council of
Benghazi Revolutionaries melawan koalisi dari Khalifa Haftar dan

mempertahankan kedudukan milisi yang ada di Libya.

Melihat pada konflik bersenjata yang terjadi di Libya terdapat beberapa
golongan-golongan milisi yang dilabel sebagai suatu organisasi terorisme, organisasi
terorisme tersebut tidak secara langsung ikut serta dalam konflik bersenjata yang
terjadi di Libya, sehingga dapat dikatakan sebagai “non-state actor”.

David K.Linnan berpendapat bahwa “non-state actor” adalah®® :

“The nonstate actor as a threat has gained credence (popularly, terrorism
and its claimed breeding ground in failed states), linked in practice to issues
of intervention on the territory of states harboring such groups.In military

3 Egypt today staff, ‘affalah Al-Sahati Labeled terrorist by the arab quartet,

https://www.eqypttoday.com/Article/2/13603/Rafallah-Sahati-Brigade-labeled-terrorist-by-the-Arab-
Quartet, diakses 30 maret 2018
4% pavid K.Linnan, 2008, Enemy combatant, Terrorism, and Armed Conflit Law a guide to the issues,
Praeger Security International, Westport Connecticut, London, him. 223
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circles, the idea of armed struggle between modern military forces and what

wereformerly called guerillas”.

Berdasarkan pada pengertian tersebut milisi-milisi yang tergabung dalam
Shura Council of Benghazi Revoluntaries sudah memenuhi penjelasan dari pengertian
tersebut yang dimana kelompok milisi tersebut sudah dipercaya menjadi suatu
ancaman dan berbasis di negara yang sudah di nyatakan gagal. Dalam lingkungan
militer moderen non-state actor sering disebut juga dengan pasukan geriliya pihak

oposisi.

C. Operation Dignity yang dilancarkan oleh Khalifa Haftar di Libya

Libya merupakan negara yang kondisi geografisnya hampir sepenuhnya di
dominasi oleh padang gurun.*’ Negara yang memiliki luas 1,77 juta sq km ini
dipadati oleh penduduk dengan jumlah 6,4 juta jiwa.*? Libya yang berada di benua
afrika utara ini berbatasan dengan negara-negara lain, dengan batas sebelah utara :
Laut Mediterannia, sebelah tenggara : Negara Sudan, Sebelah selatan : Negara Chad,
Sebelah barat daya : Negara Niger, Sebelah barat : Negara Aljazair.

Potensi alam yang dimiliki oleh Negara Libya merupakan tambang minyak
mentah yang sangat besar.”’ Cadangan minyak mentah yang dimiliki oleh Negara
Libya pada tahun 2015 mencapai 48.36 miliar barel yang membuat Negara Libya
menjadi negara ke-9 dengan cadangan minyak mentah terbesar di dunia dan gas alam
dengan cadangan 1.549 triliun cu pada tahun 2014. Dengan potensi minyak mentah
dan gas alam yang melimpah membuat negara Libya dapat memiliki potensi menjadi
negara yang memiliki perekonomian yang kuat dan maju.

Pusat pemerintahan Negara Libya terdapat di kota Tripoli dengan luas 400

km2.** Jumlah penduduk pada ibukota tersebut sendiri mencapai 1,126 juta jiwa

“http://www.bbc.com/news/world-africa-13754897, diakses pada 4 april 2018
“Zhttps://halokawan.com/batas-wilayah-negara-tetangga-libya/ , diakses pada diakses pada 4 april
2018

SBhitps://www.kemlu.go.id/tripoli/id/Pages/profil-negara-libya.aspx, diakses pada 4 april 2018

44 1bid.
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sehingga membuat Tripoli menjadi kota terbesar pada negara Libya. dengan besarnya
wilayah negara Libya yang kondisi geografisnya hampir seluruhnya terdiri dari
dataran tinggi dan gurun pasir sehingga keadaan di negara Libya akan sangat panas
jika siang hari dan akan sangat dingin pada malam hari.

Selain Tripoli sebagai pusat pemerintahan dan daerah yang sangat populous,
terdapat satu kota yang dimana menjadi kota terbesar kedua dan memiliki populasi
penduduk yang sangat besar, kota tersebut adalah Benghazi, pada tahun 2006
berdasarkan sensus setempat kota tersebut dipadati 670.797 jiwa sehingga kota
tersebut menjadi tempat yang sangat strategis untuk melakukan perdagangan.

Potensi perdagangan yang dimiliki oleh kota Benghazi didukung dengan
kondisi geografisnya, kota Benghazi yang dekat dengan laut dan terdapat bandara
internasional yaitu Benina Airport membuat kota ini memiliki potensi yang besar
untuk dijadikan pusat perdagangan dan pusat pariwisata. Dengan besarnya minyak
mentah yang dapat di produksi per tahunnya membuat Libya menjadi negara yang
memiliki perekonomian sangat kuat.

Potensi minyak tersebut dapat membawa dampak yang baik akan tetapi dapat
juga membawa dampak yang buruk bagi negara tersebut. Pada tahun 2011, perang
sipil pertama terjadi di Libya yang menuntut untuk turunnya diktator negara tersebut
yang bernama Moammar Khadafi. Pasukan pemberontak melemahkan kekuatan
militer yang dimiliki oleh pihak militer dengan cara menduduki pertambangan
minyak yang ada dan memutus hasil minyak tersebut sehingga membawa dampak
bagi pihak pemerintahnya sendiri.

Pendudukan yang dilakukan tersebut tidak hanya melemahkan kekuatan
militer pihak oposisi secara signifikan akan tetapi suplai minyak yang akan
menghasilkan keuntungan tersebut menjadi berkurang dengan adanya pendudukan
tersebut. Pada konflik bersenjata di Libya yang pertama stabilitas politik serta
keamanan negara tersebut sangatlah rendah, bermula dengan adanya “Arab Spring”

yang dipelopori oleh Tunisia dan kemudian menjalar ke negara-negara tetangga nya,
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membuat masyarakat Libya melakukan protes besar-besaran untuk meminta
kehidupan ekonomi yang layak.

Pecahnya konflik tersebut tidak dapat dihindari dan menimbulkan korban jiwa
yang tidak hanya terdiri dari angkatan bersenjata akan tetapi juga melibatkan warga
sipil Negara tersebut sehingga membuat keadaan dialam Negara tersebut sangatlah
kacau yang dimana disebabkan oleh tingkat keamanan yang sangat rendah sehingga
konflik yang terjadi di Negara tersebut menjadi berkepanjangan, dan dampaknya
adalah jumlah korban jiwa yang tidak diperlukan selama konflik bersenjata tersebut.

Jatuhnya rezim Moammar Khadafi membuat Negara Libya harus menyusun ulang
tata pemerintahannya, dan pada akhirnya pemerintahan secara penuh dijalankan oleh
“General National Congress” (GNC). Pada tahun 2012 General National Congress
yang dipimpin oleh Nouri Abusahman memilih dalam melakukan perbaikan
keamanan negaranya dengan mendanai milisi-milisi yang sebelumnya tergabung
dalam penjatuhan rezim Moammar Khadafi tahun 2011.

Seiring meningkatnya jumlah milisi-milisi yang tidak di awasi
perkembangannya tersebut membuat celah bagi jaringan teroris untuk masuk dan
mempengaruhi keamanan yang ada di Negara tersebut. Seiring dengan masuknya
jaringan terorisme membuat menurunnya kepercayaan terhadap tampuk pemerintahan
yang dijalankan oleh GNC, pro dan kontra untuk melakukan pembubaran terhadap
sejumlah kelompok-kelompok milisi yang dinilai mengancam keamanan negara turut
diberikan. Inisiasi untuk melakukan pembubaran tersebut dipelopori oleh “House of
Representative "yang bertindak sebagai anggota parlemen dari Negara Libya.

Pengaruh terorisme yang mengancam keamanan negara tersebut membuat
Khalifa Haftar turut memberikan dukungan untuk melakukan pembubaran terhadap
milisi yang dinilai sebagai jaringan terorisme serta menghapuskan akar-akar
radikalisme yang membuat Negara Libya semakin terpuruk. Dengan masuknya
Khalifa Haftar sebagai pendukung untuk membuat perubahan di Libya, Khalifa

Haftar mendapat sejumlah dukungan yang terutama dari “House of Representative”
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dan serta beberapa golongan militer yang merasa dirugikan semasa pemerintahan
yang dijalankan oleh GNC.

Khalifa Haftar sebelumnya menjabat sebagai kepala staff militer pada masa
Moammar Khadafi, dan pada saat rezim tersebut dijatuhkan oleh masyarakatnya
Khalifa Haftar mengasingkan diri keluar Negaranya, dan kembali lagi pada tahun
2013. Pada saat kembali dari pengasingan Khalifa Haftar memberikan dukungan
untuk menghapuskan radikalisme yang menjerat Negaranya, sehingga oleh “House of
Representative” diberikan pangkat sebagai panglima tertinggi pada Libyan National
Army (LNA).

Posisinya sebagai panglima tertinggi tersebut memberikan sejumlah kekuatan
militer dalam kepimpinannya, pada akhir tahun 2013 Khalifa Haftar semakin
mengecam terhadap pemerintahan yang dijalankan oleh GNC, Khalifa Haftar
memberikan tudingan keras terhadap GNC sebagai penyebab stabilitas keamanan
negara tersebut semakin melemah dengan lebih memilih mempersenjatai milisi-milisi
yang dinilai mengancam keamanan negara tersebut.

Situasi politik, ekonomi, dan keamanan yang semakin memanas di Negara
Libya akibat perselisihan paham dan tujuan tersebut membuat Khalifa Haftar pada
tahun 2014 untuk melakukan gerakan pemurnian Libya serta membebaskan rakyat
Libya dari ketakutan terhadap jaringan terorisme sampai pada puncaknya. Khalifa
Haftar mengumpulkan sekutu-sekutunya untuk melakukan pembebasan wilayah di
kota Benghazi.

Pembebasan yang tujuan utamanya adalah menghapuskan akar terorisme dan
serta jaringan islam radikaltersebut dinamakan dengan “Operation Dignity” atau
yang disebut sebagai Operasi Pensucian tersebut dilakukan dengan cara konfrontasi
kekuatan militer terhadap milisi-milisi yang berbasis di kota Benghazi, Libya. operasi
tersebut dilancarkan secara penuh pada tanggal 16 Mei 2014 dengan ditandai
penyerangan ke salah satu markas milisi islamis di kota Benghazi.

Penyerangan yang dilakukan selain menjadi tanda dimulainya “Operation

Dignity” sekaligus menjadi peringatan keras yang ditujukan untuk milisi-milisi yang
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tergabung dalam Shura Council of Benghazi Revolutionaries. Kekuatan bersenjata
dari Khalifa Haftar sangat diperhitungkan dalam penyerangan pertama yang
dilakukan di kota Benghazi, pada komposisi pasukannya sebagian besar terdiri dari
front Libyan National Army, dan pasukan tambahannya diperoleh dari sekutu-sekutu
milisi yang menentang adanya milisi yang berpaham islamis radikal. Dengan adanya
kekuatan tambahan yang dimiliki oleh Khalifa Haftar membawa pengaruh positif
bagi kota Benghazi yang telah diduduki oleh pasukan milisi pasca jatuhnya rezim

Moammar Khadafi tersebut.

Gelombang serangan pertama ditandai dengan serangan udara yang dilakukan
oleh pasukan angkatan udara milik Khalifa Haftar dengan dilanjutkan serangan darat
dari pasukannya, serangan demi serangan dilancarkan ke basis yang di duduki oleh
pasukan milisi yang tergabung dalam aliansi Shura Council of Benghazi
Revoluntaries. Pada serangan pertama pasukan Khalifa Haftar mendapatkan resistensi
yang kuat dari pihak milisi.**serangan Khalifa Haftar semakin dipusatkan ke pihak
Anshar al-Sharia dan 17 February Martyr’s Brigade yang pada saat itu melakukan
perlawan dari garis depan, serangan tersebut menimbulkan korban jiwa sebanyak 20
orang dan ratusan lainnya mengalami luka serius.

Semakin besarnya jumlah pasukan Khalifa Haftar yang membanjiri markas
yang diduduki oleh milisi islamis tidak menyurutkan perlawanan yang dilakukan,
pasukan milisi semkain gencar pula dalam menahan pasukan Khalifa Haftar yang
berniat untuk mengambil alih markas tersebut. Semakin kerasnya perlawanan yang
dilakukan memaksa pasukan milisi Anshar al-Sharia dan 17 February Martyr’s
Brigade untuk mundur dan berkumpul kembali dalam menahan serangan lanjutan
yang akan dilakukan oleh pasukan Khalifa Haftar.

Serangan lanjutan yang dilakukan oleh Khalifa Haftar dilanjutkan melalui

serangan udara yang di pusatkan di markas besar dari /7 February Martyr’s Brigade

Shttp://www.bbec.com/news/world-africa-27696485, diakses 18 april 2018
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yang terletak di distrik Hawari bersamaan dengan markas besar dari Anshar al-
Sharia.*’selama serangan udara yang dilakukan oleh pasukan Khalifa Haftar
bersamaan dengan serangan darat dengan jumlah personil militer sebanyak 6.000
orang maju menuju disrtik Hawari, Khalifa Haftar mengumumkan untuk melakukan
evakuasi warga sipil yang terdapat di distrik hawari untuk meminimalisir korban
yang timbul dari warga sipil yang tidak terlibat selama serangan udara dan darat

tersebut dilakukan.

Pertempuran yang terjadi di kota Benghazi kembali terjadi di sekitar pabrik
semen di distrik Hawari dalam pertempuran ini pasukan Libyan National Army
bertempur dengan milisi dari Anshar al-Sharia.*’Selama pertempuran tersebut Libyan
National Army bersama dengan Saiq’a Special Forces terjadi di sekitar markas utama
dari Saiq’a Special Forces di distrik Bu’atni yang dimana milisi dari Anshar al-Sharia
berusaha menerobos distrik tersebut dan menyerang markas utama dari koalisi
Khalifa Haftar di bandara udara Benina.

Bandara udara Benina merupakan salah satu tempat yang tidak dijangkau oleh
pasukan koalisi dari Shura Council of Benghazi Revoluntaries, sehingga pengamanan
serta patroli yang ketat terus dilakukan oleh pihak militer Khalifa Haftar agar dapat
memastikan operasi militer yang sedang dijalankan oleh Khalifa Haftar tersebut dapat
berjalan dengan selamat dan sesuai dengan rencananya untuk membebaskan Libya
dari jeratan milisi-milisi yang dinilai ektrimis.

Pertahanan yang dilakukan oleh pasukan militer Khalifa Haftar selama dua
hari pertempuran menimbulkan sedikitnya 17 korban jiwa yang diantaranya terluka
sangat parah dan perlu perawatan khusus. Selama dilakukannya pertahanan pasukan
militer Khalifa Haftar untuk mencegah masuknya pasukan berhasil membuat pasukan

milisi dari pihak Anshar al-Sharia terpukul mundur dan harus berkumpul kembali

46 Ross Daveed Granstein, Barr Nathaniel, Dignity and Dawn : Libya Escalating Civil War.pdf, ICCT
Research Paper, ICCT, The Hague, Netherlands, 2015. Him 15
47 Ross Daveed Granstein, Barr Nathaniel, Dignity and Dawn : Libya Escalating Civil War.pdf, 1CCT
Research Paper, ICCT, The Hague, Netherlands, 2015. Him 19
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mengorganisir pasukannya kembali untuk melanjutkan serangan ke Bandar udara
Benina yang menjadi markas operasi dari Khalifa Haftar.

Pada malam hari tanggal 17 Mei 2014 kembali terjadi pertempuran lanjutan
antara kelompok bersenjata dari Khalifa Haftar dengan milisi dari Anshar al-Sharia.*®
Perajurit yang tidak diketahui akan tetapi dinilai menjadi salah satu koalisi dari
Operation Dignity menyerang stasiun radio yang dikuasai oleh pasukan milisi Anshar
al-Sharia yang berada di distrik Al-Laithi, menilik dari pertempuran yang sedang
berlanjut antara kedua kubu berlansung sangat brutal untuk menguasai jaringan
informasi tersebut. Selama dua hari pertempuran dipercaya setidaknya 70 korban jiwa
memakan korban dari kedua belah pithak dan menjadi salah satu pertempuran yang
dinilai sangat tragis semenjak Operation Dignity dijalankan.

Korban yang timbul akibat agresi yang dilakukan tidak hanya dari pihak
Khalifa Haftar saja akan tetapi serangan balasan yang dilakukan oleh pihak milisi-
milisi yang ada di kota Benghazi ini turut menjadi korban, sehingga upaya untuk
meminimalisir timbulnya korban jiwa dalam pertempuran ini sangat sulit untuk
dihindari bagi kedua belah pihak.

Seiring gencarnya serangan yang dilakukan oleh Khalifa Haftar dan pihak
milisi-milisi yang tergabung dalam Shura Council of Benghazi Revoluntaries,
tudingan terhadap intervensi yang dilakukan oleh pihak asing terus berkembang
dalam pihak milisi.** Libyan Muslim Brotherhood memberikan tuduhan kepada
Perdana Menteri Abdallah al-Thinni sebagai pemegang pemerintahan sementara dan
aktor asing dinilai bertanggung jawab atas operasi militer yang dijalankan oleh
Khalifa Haftar yaitu Mesir yang dinilai melakukan intervensi terhadap operasi militer
tersebut.

Kelompok bersenjata Khalifa Haftar mengalami kemajuan dalam operasi
militer yang dijalankan dan memaksa milisi dari Anshar-al-Sharia mundur ke daerah

padat penduduk. Dengan mundurnya milisi tersebut membuat kelompok bersenjata

“8bid. him 19
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dari Khalifa Haftar untuk melakukan “Military Pause” yang dimana memberikan
keuntungan tersendiri bagi Khalifa Haftar untuk mengumpulkan dan mengorganisir
kembali pasukannya untuk dipersiapkan dalam penyerangan selanjutnya.

Operasi militer yang dijalankan oleh Khalifa Haftar mendapat perhatian
publik di ibu kota Negara Libya yaitu Tripoli dan Benghazi sebagai kota terbesar
kedua setelah Tripoli.*’Pada tanggal 20 Mei ratusan penduduk sipil berkumpul untuk
melakukan protes di Tripoli Martyr’s Square meminta untuk milisi-milisi lain agar
bergabung dengan Khalifa Haftar dalam operasi militer menghapuskan adanya
terorisme yang ada di Libya.

Khalifa Haftar menilai dengan adanya simpati dari public atas operasi
militernya membuat Khalifa Haftar sendiri dirasa diberikan mandat oleh masyarakat
untuk mengembalikan pemerintahan yang aman dari adanya jeratan kelompok-
kelompok milisi yang dinilai ekstrimis dan mengancam rasa keamanan publik.

Seiring berkembangnya kepercayaan masyarakat terhadap kelompok
bersenjata dari Khalifa Haftar membuat kelompok bersenjatanya mendapat dukungan
secara moral untuk membebaskan Libya membawa angin segar tersendiri bagi
prajuritnya. Momentum yang digunakan oleh Khalifa Haftar dalam mempersiapkan
pasukannya untuk serangan berikutnya tentu akan membawa dampak yang besar
untuk kelompok bersenjatanya.

Harapan dengan adanya dukungan dari masyarakat Libya akan pemerintahan
yang bersih dari jeratan terror tidak membuat konflik yang sedang terjadi dapat
mereda.’'Pada hari berikutnya Khalifa Haftar melakukan serangan rudal selama dua
hari berturut-turut, hal tersebut membuat kota Benghazi tidak dalam kondisi yang
tenang. Dengan dilakukannya serangan oleh Khalifa Haftar tersebut tidak sama sekali

menyurutkan kemampuan dari milisi-milisi yang menjadinya oposisinya.
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Perlawanan yang semakin kuat dari pihak oposisi yang terutama dari milisi
Anshar al-Sharia. Pasukan Khalifa Haftar terpaksa harus ditarik mundur dari
beberapa daerah yang selalu mendapat perlawanan yang kuat, hal tersebut dilakukan
oleh Khalifa Haftar untuk mengurangi jumlah korban jiwa yang ditanggung oleh
kelompok bersenjatanya dan serta membuat rencana baru untuk melakukan agresi
tahap selanjutnya untuk menghapus adanya milisi ekstrimis dari kota Benghazi.
Tujuan utama dari milisi Anshar al-Sharia untuk menerapkan hukum Islam Sharia
secara keras, hal tersebut dinilai bertentangan dari prinsip bahwa manusia bebas
menentukan apa agama dan hukum ajaran digunakan.

Pada bulan Juli merupakan titik dimana pasukan milisi gabungan dari Shura
Council of Benghazi Revoluntaries melakukan serangan balik ke pasukan bersenjata
yang tergabung dalam koalisi Operation Dignity. Serangan balik yang dilakukan
tersebut membuat keseimbangan kekuatan yang ada di kota Benghazi menjadi
berubah. Pasukan milisi Anshar al-Sharia melakukan serangan darat ke markas dari
al-Saiga yang terletak di distrik Bu’Atni.*’Penyerangan tersebut membuat kota
Benghazi beralih ke kondisi “Deadly Stalemate” antar kedua belah pihak, dimana
pada saat yang sama Libyan National Army berusaha memindahkan pasukan nya ke
distrik Sidi Faraj, pasukan milisi melakukan serangan menggunakan artileri ke
bandara udara Benina yang menjadi pusat kendali dari pasukan Khalifa Haftar.

Serangan balik yang dilakukan oleh milisi yang tergabung dalam “Shuwra
Council of Benghazi Revoluntaries” merupakan pukulan yang sangat kuat bagi
kelompok bersenjata Khalifa Haftar, hal tersebut dikarenakan pasukan milisi berhasil
melakukan serangan artileri ke pusat komando dari “Operation Dignity” yang
dimana memaksa dari pasukan Khalifa Haftar untuk menghentikan dan menarik
mundur pasukan yang ada di garis depan.

Serangan Bombardir dilakukan ke markas dari al-Saiqa di distrik Bu’ Atni dan

Bandara Udara Benina merupakan salah satu kemunduran besar yang memaksa

52 Ross Daveed Granstein, Barr Nathaniel, Dignity and Dawn : Libya Escalating Civil War.pdf, ICCT
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pasukan al-Saiqa meninggalkan markasnya menuju wilayah yang lebih aman guna
untuk mengurangi korban jiwa yang timbul dari serangan artileri dari pasukan milisi.
Dampak dari mundurnya pasukan al-Saiqa dari markasnya di distrik Bu’Atni yang
dimana markas tersebut merupakan satu-satunya markas yang ada di garis depan,
sehingga membuat Libyan National Army (LNA) terkunci di bandara udara Benina
sejauh 12 mil dari garis luar kota Benghazi, karena jalan tersebut hanya satu-satunya
yang menghubungkan antara bandara udara Benina dengan kota Benghazi Libyan
National Army mengalami kesulitan untuk memberi bantuan pada pasukan al-Saiqa
yang markasnya diserang oleh pasukan milisi.

Serangan ke markas dari dari al-Saiqa tersebut dipimpin oleh milisi dari
Anshar al-Sharia secara terkoordinasi dengan pasukan koalisinya yang tergabung
dalam Shura Council of Benghazi Revoluntaries.>*Pasca serangan yang dilakukan
oleh milisi ke markas dari al-Saiqa, tim medis dari bulan sabit merah menemukan 35
jenazah dari pasukan al-Saiga yang dimana tidak dapat melakukan perlawanan
selama penyerangan tersebut dan 19 lainnya mengalami terluka parah yang
memerlukan bantuan medis secara intensif.

Serangan balik untuk memukul mundur pasukan yang tergabung dari koalisi
Operation Dignity terus dilakukan oleh pasukan milisi, serangan dari darat serta
artileri berdampak jatuhnya korban jiwa dari kedua belah pihak.’* Seiring
dilakukannya serangan balik oleh pasukan milisi tidak hanya mendapatkan
perlawanan dari kelompok bersenjata Khalifa Haftar saja, akan tetapi pasukan milisi
juga mendapatkan protes dari masyarakat sipil yang menuding bahwa pasukan milisi
telah menyebabkan kekacauan dan tidak tegaknya hukum di kota Benghazi.’’Pada
tanggal 30 Juli 2014, milisi dari kelompok Anshar al-Sharia berhasil mengambil alih

rumah sakit Al-Jaala di pusat kota Benghazi.

3 Noura lbrahim dan Moutaz Ahmed, “Eight Killed and 19 Injured as Bombs and Rockets Fall across
Benghazi”, Libya Herald. Diakses 18 April 2018.
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Pengambil alihan rumah sakit sebagai obyek sipil yang dilindungi selama
konflik bersenjata menuai kecaman keras dari masyarakat.’®Beberapa ratus
masyarakat melakukan demonstrasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh milisi
Anshar al-Sharia dan membakar bendera dari milisi tersebut yang terdapat dipagar
rumah sakit. Saat protes dilakukan oleh masyarakat sipil, pasukan milisi dari Anshar
al-Sharia melakukan beberapa tembakan peringatan untuk membubarkan demonstrasi
yang dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi masyarakat yang dalam kondisi marah
tersebut tidak memperdulikan tembakan peringatan yang dilakukan, yang pada
akhirnya milisi dari Anshar al-Sharia melakukan pembubaran secara paksa,
pembubaran paksa tersebut imnembuat masyarakat lari ke pemukiman yang aman.

Khalifa Haftar dalam menjalankan operasi militernya yaitu “Operation
Dignity” pada awalnya mengalami sukses besar dalam mengambil beberapa titik
penting yang menjadi lokasi strategis untuk melakukan serangan lebih dalam ke kota
Benghazi, akan tetapi semakin besarnya perlawanan yang didapat hingga akhir bulan
juli membuat Khalifa Haftar kehilangan momentumnya untuk “memurnikan” kota
Benghazi dari milisi-milisi yang berpaham radikal.

30 Juli 2014 merupakan titik terbesar Khalifa Haftar bersama koalisinya yang
tergabung dalam “Operation Dignity” mengalami kemunduran, yang dimana
kemunduran tersebut membuat 80% dari kota Benghazi di kuasai oleh pihak milisi,
dan serta serangan artileri yang terpusat di dua titik yaitu di distrik Bu’Atni yang
dimana di distrik tersebut terdapat markas dari kelompok bersenjata Al-Saiqa dan
bandara udara Benina sebagai pusat komando Khalifa Haftar dalam mengatur
penyerangan dan koordinasi terhadap koalisi-koalisinya.

Serangan balik yang dilancarkan oleh pihak milisi membuat skala kekuatan
bersenjata yang terjadi di kota Benghazi menjadi berubah tajam, dominasi awal yang
dilakukan oleh Khalifa Haftar selama penyerangan tersebut hanya berlangsung

selama bulan Mei hingga bulan juni awal, meskipun Khalifa Haftar mendapat
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dukungan dari masyarakat untuk menghapuskan adanya akar kekacauan yang
ditimbulkan oleh milisi-milisi pasca jatuhnya rezim Moammar Khadafi, akan tetapi
Khalifa Haftar justru kehilangan momentumnya untuk melakukan penyerangan lebih
dalam lagi ke kota Benghazi.

Milisi-milisi yang tergabung dalam “Shura Council of Benghazi
Revoluntaries” berhasil menghentikan serangan yang dilakukan oleh koalisi
“Operation Dignity” dengan menyerang titik komando kelompok bersenjata dari
Khalifa Haftar. Serangan balik tersebut menuai beberapa protes dari masyarakat, hal
tersebut adalah dengan menduduki obyek sipil berupa rumah sakit Al-Jaala yang

berada di pusat kota Benghazi sebagai pusat rehabilitasi bagi korban konflik tersebut.

3. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Bersznjata Yang
Sakit dan Terluka
A. Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Bersenjata yang Sakit dan

Terluka di Libya

Suatu konflik bersenjata yang melibatkan pihak militer negaranya yang
melawan kekuatan militer dari negara lain ataupun konflik bersenjata yang terjadi
hanya di satu wilayah negara yang dimana pihak yang terlibat adalah pemerintah
melawan kelompok bersenjata atau kelompok bersenjata yang satu melawan
kelompok bersenjata yang lain tentu akan melibatkan kekuatan personilnya, dan pada
saat konflik tersebut terjadi dapat dipastikan akan timbul korban jiwa yang dialami
oleh kedua belah pihak.

Korban yang timbul dari adanya konflik bersenjata tersebut tidak hanya terdiri
dari korban dari personil militernya saja, akan tetapi juga melibatkan warga sipil yang
menjadi korban dalam konflik tersebut. Korban tersebut merupakan konsen bagi
hukum internasional melalui cabang hukumnya yaitu hukum humaniter internasional
untuk menjamin keselamatan bagi korban, dan dalam hal korban tersebut tidak hanya
bagi warga sipil saja, akan tetapi juga untuk pihak-pihak yang terlibat dalam konflik

bersenjata tersebut.
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Hukum humaniter internasional mengatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan
Protokol tambahannya tahun 1977 mengenai konflik bersenjata dan serta korban-
korban yang ada dalam konflik bersenjata yang terjadi pada suatu negara, baik
konflik bersenjata yang bersifat internasional maupun konflik bersenjata yang
sifatnya non-internasional. Kepastian dalam penegakan tersebut sangatlah bergantung
dari para pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut dalam menjamin
serta “memanusiakan” konflik bersenjata sehingga dapat lebih beradab meskipun
korban yang timbul tersebut adalahnya pihak lawannya.

Hukum humaniter internasional secara tegas melarang akan adanya perbuatan
yang melukai dan juga merugikan baik secara fisik atau materi, konflik bersenjata
yang terjadi di Libya pada tahun 2014 terdapat pelanggaran terhadap korban dari
konflik bersenjata tersebut, korban dari sisi militer sangat banyak di temukan dalam
konflik bersenjata yang terjadi antara kelompok bersenjata dari Khalifa Haftar dan
milisi-milisi yang tergabung dalam Shura Council of Benghazi Revoluntaries, korban
yang sudah tidak dapat lagi turut serta dalam konflik bersenjata (Hors de combat)
dijadikan sasaran untuk melakukan tindakan yang mengancam hak untuk hidup
mereka sekalipun korban tersebut sudah menyerah.

Hak untuk hidup bagi setiap manusia adalah hal yang mutlak dan harus di
hormati oleh semua manusia dalam kondisi apapun, sehingga kepastian hukum selalu
dapat terjamin bagi seluruh umat manusia, pelanggaran-pelanggaran terhadap hak
hidup yang sering sekali terjadi dalam konflik bersenjata yang terjadi di Libya adalah
karena rendahnya rasa kemanusiaan yang ada dalam individu yang telibat dalam
konflik bersenjata tersebut.’’Dalam sidang PBB melalui UNSMIL meminta untuk
negara Libya menegakan hukum terkait adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap

hukum humaniter, yaitu dilakukannya eksekusi terhadap kelompok bersenjata yang

57 Assistant Secretary-General for Human Rights, Oral update of the United Nations High
Commissioner for Human Rights on Libya pursuantto Human Rights Council resolution 28/30, 29
september 2015.
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dalam keadaan Hors de combat yang dimana dilakukan tidak hanya dari pihak milisi
saja, akan tetapi juga di lakukan oleh kelompok bersenjata dari Khalifa Haftar.

Temuan dari hasil penyelidikan tersebut tidak hanya terjadi ketika konflik
bersenjata sedang terjadi, akan tetapi juga terjadi di dalam penjara yang dimana para
tahanan dari konflik bersenjata tersebut harus mendapatkan perlindungan. Para
tahanan tersebut sering mendapatkan perlakuan buruk yang mengakibatkan ketakutan
secara mental, dan bahkan hingga meninggal dunia akibat dari penyiksaan selama
dalam penjara tersebut.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum humaniter bagi korban warga sipil
maupun pihak yang berkonflik belum secara penuh ditegakan, hal yang mempersulit
dengan adanya perlindungan tersebut diakibatkan karena Negara Libya sendiri tidak
secara penuh untuk mau melakukan kerjasama dengan OHCHR dan UNSMIL.

Penyelidikan yang dilakukan oleh OHCHR mengalami beberapa tantangan
untuk melakukan pengumpulan bukti terhadap situasi konflik yang ada di Libya,
terutama dengan minimnya akses yang diberikan oleh Negara Libya untuk melakukan
perjalan ke kota-kota yang mengalami konflik antara kekuatan bersenjata. OHCHR
dalam melakukan penyelidikan tersebut langsung kepada korban-korban dari konflik
bersenjata tersebut, akan tetapi para korban tersebut menolak untuk dilakukannya
perekaman, hal tersebut dikarenakan karena rasa ridak percaya terhadap PBB karena
intervensi sebelumnya yang melibatkan kekuatan bersenjata pada tahun 2011.

Konflik yang terjadi di kota Benghazi merupakan titik terberat pada awal
Operation Dignity dijalankan oleh Khalifa Haftar, perlawanan utama datang dari
kelompok milisi Shura Council of Benghazi Revoluntaries dan Anshar al-Sharia,
sedangkan kelompok milisi yang menjadi bagian dari Shura Council of Benghazi
Revoluntaries hanya sebagai pendukung saja dalam melawan operasi yang dijalankan
oleh Khalifa Haftar dengan koalisinya, dan media turut menilai bahwa ada
keterlibatan dari non-state actor yaitu [SIL ( Islamic State of Iraq and Levant).

Keterlibatan non-state actor dalam melakukan intervensi ketika konflik

bersenjata tersebut sedang berlangsung dinilai memberikan pengaruhnya kepada
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milisi-milisi yang menjadi oposisi dari Khalifa Haftar. OHCHR dalam melakukan
penyelidikannya menemukan tindakan yang dimana bahwa [SIL. melakukan tindakan
pelanggaran terhadap hukum humaniter.”® OHCHR memastikan bahwa hasil
penyelidikannya di kota Benghazi bahwa ISIL melakukan eksekusi di depan publik
terhadap anggota kelompok bersenjata dari Khalifa Haftar dari Libyan National Army
dan saat eksekusi tersebut dirckam kemudian disebarkan melalui media internet untuk
dipertontonkan.

Pengaruh yang dijalankan oleh ISIL tidak berdampak serius bagi pihak yang
sedang berkonflik, akan tetapi pengaruh ISIL hanya diterima oleh kelompok milisi
dari Anshar al-Sharia yang dimana sama-sama akan menerapkan hukum islam sharia,
sehingga kesamaan ideologi tersebut sangat mudah diterima oleh kelompok milisi
tersebut.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum humaniter belum dapat ditegakan
secara utuh oleh para pihak yang berkonflik, karena masih banyak sekali hasil
penyelidikan yang dilakukan oleh OHCHR terhadap pelanggaran terhadap hak untuk
hidup bagi para prajurit dari kedua belah pihak yang dimana pada saat konflik
bersenjata tersebut status dari prajurit tersebut sudah dalam kategori Hors de Combat.

Hors de Combat adalah keadaan dimana seseorang yang turut serta dalam
konflik bersenjata tidak mampu lagi untuk turut serta dalam konflik bersenjata
tersebut karena keadaan-keadaan tertentu, seperti karena terluka parah, menyerah,
dan ditangkap. Kedua belah pihak baik dari kelompok bersenjata yang tergabung
dalam Operation Dignity ataupun yang tergabung dalam milisi dari Shura Council of
Benghazi Revoluntaries keduanya saling melakukan pelanggaran terhadap anggota
kelompok bersenjata yang sudah dalam keadaan Hors de Combat.

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh OHCHR terhadap pelanggaran
terhadap kelompok bersenjata yang sudah dalam keadaan Hors de Combat yang

8 Human Rights Council, Investigation by the Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights on Libya: detailed findings, A/HRC/31/CRP.3.doc, United Nations, 23 February 2016.
Him. 23 no : 81.
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dilakukan oleh kelompok bersenjata dari Khalifa Haftar.’® Pada pertengahan bulan
oktober OHCHR menemukan bahwa kelompok bersenjata dari Khalifa Haftar
menangkap 5 orang milisi yang terluka yang dimana milisi tersebut tergabung dari
kelompok milisi Anshar al-Sharia, kelima milisi tersebut di ikat kedua tangannya dan
diberikan penutup mata, kemudian milisi tersebut baru di temukan setelah 2 minggu
pasca penangkapan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata dari Khalifa Haftar di
pemakaman Sidi Faraj’ yang terletak 40 kilometer dari kota Benghazi, berdasarkan
identifikasi dari dokter yang berada di rumah sakit Al-Marj bahwa kelima prajurit
dari Anshar al-Sharia mengalami penyiksaan menggunakan benda tajam dan tumpul
yang dilakukan oleh kelompok bersenjata dari Khalifa Haftar.

Pada bulan yang sama OHCHR menemukan pelanggaran terhadap
kemanusizan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata dari Khalifa Haftar.®® Seorang
pria ditangkap oleh kelompok bersenjata dari kediamannya di distrik al-Baida, pria
tersebut ditangkap karena dugaan adanya hubungan dengan milisi dari Anshar al-
Sharia. Setelah ditangkap secara paksa pria tersebut dibawa ke suatu tempat dan 3
hari setelah hilangnya pria tersebut ditemukan tidak jauh dari kediamannya di distrik
al-Baida dengan bekas tembakan di kepala dan dada nya. Setelah investigasi lebih
lanjut yang dilakukan oleh OHCHR pria tersebut merupakan salah satu anggota dari
Anshar al-Sharia.

Penyelidikan yang dilakukan oleh OHCHR mendapatkan petunjuk akan
adanya pelanggaran terhadap hukum humaniter.®'Pada awal desember 2014, tim dari
OHCHR kelompok bersenjata dari Libyan National Army mengejar seorang pria
karena kedapatan memegang senjata, saat pengejaran tersebut personil dari Libyan

National Army menembak kaki dan bahu kanan dari pria tersebut, pada saat

% Human Rights Council, Investigation by the Office of the United Nations High Commissioner for
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tertembak pria tersebut sudah menyerah dan tidak mampu lagi berlari, kemudian
personil tersebut membawa pria yang ditembaknya, dan menembak kepala dari pria
tersebut. Jenazahnya ditemukan pusat medis kota Benghazi setelah 2 minggu
dinyatakan menghilang sejak penangkapan.

Penangkapan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang tergabung dalam
Operation Dignity umumnya dilakukan dari kelompok bersenjata dari Libyan
National Army, penangkapan yang dilakukan terhadap anggota milisi yang sudah
tidak mampu lagi untuk berkonflik atau dalam keadaan Hors de Combat merupakan
pelanggaran terhadap asas hukum humaniter yaitu asas non diskriminasi dan
kemanusiaan, serta melanggar Ketentuan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949.

Operasi militer yang dijalankan oleh Khalifa Haftar memuat perintah
mengenai penangkapan terhadap kelompok milisi yang menjadi oposisinya, terutama
kelompok bersenjata dari Anshar al-Sharia.® OHCHR dalam penyelidikannya
melakukan wawancara terhadap anggota kelompok bersenjata dari Libyan National
Army yang pada saat wawancara anggota kelompok bersenjata tersebut diminta
jaminan terhadap keselamatannya, bahwa mereka diberikan perintah secara khusus
untuk membunuh kelompok milisi dari Anshar al-Sharia, tendensi yang timbul
tersebut disebabkan karena selama berkonflik milisi dari Anshar al-Sharia merupakan
milisi yang tangguh dan keberadaannya harus cepat di hilangkan.

Anggota dari Libyan National Army mendapatkan perintah tersebut dari
komandan nya, dan dari hasil yang ditemukan anggota tersebut berhasil membunuh
sebanyak 12 milisi yang tergabung dalam Anshar al-Sharia. Pelanggaran terhadap
perlindungan bagi anggota kelompok bersenjata atau milisi dalam konflik bersenjata
yang dalam keadaan Hors de Combat dianggap hal yang biasa dan bahkan beberapa
pihak justru menganjurkan untuk membunuh milisi yang dalam keadaan terluka dan

tidak dapat bertempur lagi.

2 Human Rights Council, Investigation by the Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights on Libya: detailed findings, A/HRC/31/CRP.3.doc, United Nations, 23 February 2016.
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Pembunuhan yang dilakukan tersebut dianggap sangat mempermudah bagi
kelompok bersenjatanya, hal tersebut dikarenakan milisi yang dalam keadaan erluka
tidak akan terpikir untuk melakukan perlawanan dan mereka yang dalam keadaan
tersebut cenderung untuk menyelamatkan dirinya, sehingga hal tersebutlah yang
mempermudah pihak dari Khalifa Haftar untuk mengurangi kekuatan milisi dari
oposisinya.

Selama konflik tersebut tidak hanya pihak dari Khalifa Haftar saja yang
melakukan pelanggaran terhadap asas non diskriminasi dan kemanusiaan dalam
konflik bersenjata di Libya, akan tetapi pihak dari milisi pun juga melakukan
tindakan pelanggaran terhadap hak hidup dari anggota kelompok bersenjata dari
Khalifa Haftar yang sudah dalam kondisi Hors de Combat, sehingga perlu ada
penyelidikan lebih lanjut dari pihak OHCHR dan UNSMIL untuk memastikan bahwa
terjadi pelanggaran terhadap anggota kelompok bersenjata yang sudah tidak mampu
lagi untuk turut serta dalam konflik bersenjata tersebut.

Berdasarkan hasil dari penelitian Literasi yang dilakukan di UNIC Jakarta,
data yang diperoleh berupa laporan hasil Investigasi yang dilakukan oleh OHCHR
yang dimana menemukan bahwa pihak milisi yang tergabung dalam Shura Council of
Benghazi Revoluntaries melakukan sejumlah pelanggaran terhadap konvensi Jenewa
1949 dan juga pelanggaran terhadap asas-asas hukum humaniter internasional terkait
dengan membunuh anggota kelompok bersenjata yang dalam keadaan sakit dan
terluka.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh OHCHR bahwa
selama periode bulan 15 Desember 2013 hingga November 2014, Shura Council of
Benghazi Revoluntaries telah melakukan pembunuhan sebanyak 224 jiwa, dan
sebagian besar dari jumlah korban tersebut adalah anggota kelompok bersenjata.®?

pada bulan Juni 2014 milisi dari Anshar al-Sharia melakukan penyiksaan terhadap

% Human Rights Council, Investigation by the Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights on Libya: detailed findings, A/HRC/31/CRP.3.doc, United Nations, 23 February 2016.
HIm. 22 no : 77.



72

anggota kelompok bersenjata dari Libyan National Army yang dimana anggota
kelompok bersenjata tersebut berusaha untuk kabur dari kejaran kelompok milisi
Anshar al-Sharia.

Selama pengejaran yang dilakukan tersebut, milisi dari Anshar al-Sharia
menembaki mobil tersebut hingga tertabrak ke dinding rumah warga dan anggota
kelompok bersenjata tersebut terjebak dengan kondisi tidak sadarkan diri. Setelah
mobil tersebut menabrak dinding, milisi tersebut segera untuk menghampiri mobil
tersebut, dan menemukan anggota dari kelompok bersenjata tersebut tidak sadarkan
diri dengan kondisi luka di bagian kepala, dengan memanfaatkan keadaan tersebut
untuk menembak kepala dari anggota kelompok bersenjata tersebut.

Pada bulan yang sama milisi Anshar al-Sharia menemukan bahwa salah satu
anggota kelompok bersenjata dari Khalifa Haftar dipercaya memiliki koneksi
terhadap pimpinan senior pada rezim Moammar Khadafi.®* Pria yang berumur 61
tahun tersebut hendak pergi menemui Khalifa Haftar untuk melakukan rapat
mengenai serangan yang akan dilakukan, berjarak sekitar 1000m dari rumahnya di
distrik Bu’Atni pria tersebut dihentikan oleh 3 orang yang mengenakan penutup
muka dan bersenjata lengkap dengan mengenakan seragam dari milisi Anshar al-
Sharia.

Setelah di hentikan oleh 3 orang tersebut pria ini tidak menunjukan adanya
perlawanan dan tidak mengenakan senjata lengkap, kemudian salah satu dari milisi
tersebut naik ke atas mobil dari orang tersebut dan menembak mati orang tersebut di
tempat. Yang menjadi alasan utama 3 orang bersenjata lengkap itu membunuh pria
berumur 61 tahun tersebut, bukan lah karena akan menemui Khalifa Haftar untuk
melakukan rapat dengannya, akan tetapi urusan yang lalu pada saat rezim Moammar
Khadafi dan koneksinya dengan pimpinan senior pada masa rezimnya.

OHCHR hanya mampu menemukan sedikit pelanggaran-pelanggaran yang

dilakukan oleh milisi yang menjadi oposisi dari Khalifa Haftar dalam operasi

 Human Rights Council, Loc. Cit. him : 22. No : 78
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militernya yaitu “Operation Dignity”, dalam mencari fakta yang terjadi tersebut,
yang menjadi kendala utama dari petugas lapangan dari OHCHR tersebut adalah
kesulitan pithak milisi untuk diajak melakukan wawancara terkait dengan korban jiwa
yang timbul dari pihak oposisinya.

Terbatasanya informasi tersebut tentu membawa dampak bagi OHCHR
sendiri untuk melakukan identifikasi terhadap pelanggaran yang terjadi selama
konflik tersebut sedang berlangsung, pihak dari OHCHR meyakini bahwa masih
banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang masih belum terungkap yang dilakukan
oleh milisi dari Shura Council of Benghazi Revoluntaries, keyakinan tersebut

berdasarkan laporan yang dimasukan oleh masyarakat terhadap OHCHR.

B. Peran ICRC dalam memberikan Perlindungan Terhadap Kelompok
Bersenjata yang Sakit dan Terluka dalam Konflik Bersenjata di Libya.

ICRC adalah badan humaniter internasional yang didirikan pada tahun 1863
oleh dua orang warga Negara Swiss bernama Henry Dunant dan Guillaume-Henri
Dufour, yang pada tahun sebelumnya Dufour berpergian ke Italia untuk menyaksikan
jejak peperangan Solferino, yang pada akhirnya pada tahun 1862 Dufour membuat
buku yang berisi seluk beluk dari peperangan Solferino, dan buku tersebut berjudul
“A Memory of Solferino”, yang dimana isi dari buku tersebut menceritakan tentang
bagaimana kondisi tentara yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Tujuan utama dari ICRC adalah memberikan bantuan untuk korban-korban
yang menjadi dampak akibat adanya konflik bersenjata dan dalam memberikan
bantuannya ICRC tidak bersifat berpihak pada suatu kepentingan selama konflik
bersenjata tersebut. Korban-korban dalam konflik bersenjata dapat berupa warga sipil
yang tidak turut serta dalam konflik tersebut, pihak militer atau kelompok bersenjata
yang menjadi pihak dalam konflik bersenjata tersebut, ataupun aktor bukan negara

yang turut serta dalam suatu konflik bersenjata.
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ICRC dalam tujuannya tidak hanya memberikan bantuan bagi korban yang
timbul dari suatu konflik bersenjata, ICRC juga memberikan pendidikan mengenai
hukum humaniter kepada pihak-pihak yang terlibat, agar dapat mengetahui batasan-
batasan yang diperbolehkan selama konflik bersenjata dan serta prinsip-prinsip umum
yang berlaku dalam hukum humaniter internasional. Palang merah internasional,
bulan sabit merah merupakan salah satu badan hukum humaniter internasional yang
dimana dapat menawarkan bantuannya kepada pihak-pihak yang sedang berkonflik.

Bantuan yang ditawarkan tersebut hanya bisa masuk ketika pihak yang
dimintai bantuannya tersebut mau menerima dan bersedia untuk diberikan bantuan
dalam konflik yang sedang di hadapinya, hal tersebut merupakan salah satu dari
tantangan dari ICRC sendiri, hal tersebut dikarenakan bantuannya yang akan
diberikan dapat terhambat kapan saja apabila salah satu pihak menolak akan bantuan
yang akan diberikan oleh ICRC.

ICRC sudah mulai beroperasi di Libya untuk memberikan bantuan bagi
mereka yang menjadi korban selama konflik bersenjata tersebut sejak tahun 2011,
yaitu ketika rezim dari Moammar Khadafi mulai mendapat kecaman keras dari
rakyatnya sendiri yang dipelopori adanya arab spring, yang pada akhirnya terjadi
konflik bersenjata yang berskala non-internasional antara pasukan militer pro-
Khadafi melawan kelompok-kelompok bersenjata yang menentang adanya
pemerintahan dari Moammar Khadafi.

Semenjak terjadinya pertempuran tersebut ICRC sudah menyalurkan bantuan
yang berupa perawatan bagi mereka yang sakit dan terluka akibat pertempuran
tersebut, baik dari pihak militer yang saling berkonflik dan warga sipil yang tidak
mengambil peran dalam konflik bersenjata tersebut, memberikan bantuan berupa
obat-obatan, makanan, dan juga pendidikan mengenai hukum humaniter
internasional, semua hal tersebut merupakan upaya dari ICRC sendiri untuk
menciptakan konflik bersenjata tersebut menjadi lebih manusiawi.

Konflik bersenjata kedua yang terjadi di Libya pada tahun 2014 antara Khalifa

Haftar melawan milisi-milisi yang tergabung dalam Shura Council of Benghazi



75

Revoluntaries tersebut didasarkan karena milisi-milisi tersebut dinilai membawa
kekacauan serta rasa tidak aman bagi penduduk sipil, sehingga pada tanggal 16 Mei
2014 Khalifa Haftar melakukan operasi militernya yang diberi nama “Operation
Dignity” dimana dalam operasi militer tersebut melancarakan serangan ke kota
Benghazi untuk menghapuskan milisi-milisi yang bermarkas di kota tersebut.

Selama terjadinya konflik tersebut ICRC sudah memberikan bantuannya
kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut. Akan tetapi
dalam memberikan bantuan tersebut ICRC mengalami beberapa kendala untuk
menyalurkan bantuan tersebut, hal tersebut di akibatkan karena pihak-pihak sangat
tertutup dan sulit dijangkau oleh petugas lapangan dari I[CRC sehingga distribusi dari
bantuan tersebut tidak tersalurkan secara optimimal untuk para pihak yang berkonflik.

Akibat dari adanya konflik bersenjata yang terjadi di Libya tersebut yang
tidak hanya menimbulkan korban jiwa bagi para pihak yang berkonflik saja, akan
tetapi menmbulkan adanya kerusakan infrastruktur sipil seperti rumah sakit,
pemukiman warga, serta objek sipil lainnya, dan juga memaksa masyarakat yang
berada di dalam wilayah konflik tersebut untuk pergi meninggalkan rumahnya dan
mencari tempat yang lebih aman untuk tinggal.

Peliknya kondisi yang terjadi di Libya pada tahun 2014 membuat perhatian
dari ICRC semakin besar akan kemungkinan terjadinya korban jiwa yang timbul
semkain besar.®Berdasarkan hasil wawancara dengan ICRC kondisi konflik
bersenjata merupakan hal yang tidak diingkinkan terutama dan tentu membawa
dampak negative yang lebih besar jika dibandingkan dengan dampak positifnya,
sehingga konflik bersenjata baik hal yang bersifat internasional maupun non-

internasional untuk dapat dihindari sejauh mungkin.

8 Kushartoyo, Hasil wawancara dengan bagian informasi dari ICRC, konflik bersenjata merupakan hal
yang tidak diingkinkan terutama dan tentu membawa dampak negative yang lebih besar jika
dibandingkan dengan dampak positifnya, sehingga konflik bersenjata baik hal yang bersifat
internasional maupun non-internasional untuk dapat dihindari sejauh mungkin., pada tanggal 26 April
2018.
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Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut ICRC tidak menginginkan adanya
konflik bersenjata, karena dirasa kerugian dari adanya konflik tersebut tidak
sebanding dengan hasil yang akan diterima, upaya yang damai dalam menyelesaikan
suatu permasalahan lebih dianjurkan karena tidak akan timbul korban jiwa serta hal
lain yang tidak diperlukan, pendekatan secara persuasif lebih dianjurkan
dibandingkan dengan kekuatan bersenjata.

Penyelesaian suatu permasalahan dengan kekuatan bersenjata dirasa hanya
dapat menyelesaikan masalah tersebut hanya sementara saja, hal tersebut karena
kekuatan sifatnya memaksa dan justru akan menimbulkan masalah yang lebih banyak
ke depannya, pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan suatu sengketa sangatlah
dianjurkan, walapun diplomasi sendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan
memakan waktu yang cukup lama, akan tetapi dampak positifnya sendiri yaitu tidak
menimbulkan adanya korban jiwa ataupun hal yang bersifat destruktif dan merugikan
pihak lain.

Mengatasi korban jiwa yang timbul dalam konflik bersenjata di Libya tahun
2014, ICRC mendirikan sejumlah kamp-kamp yang lokasinya strategis seperti di
dekat kota Benghazi, Tripoli, Zintan dan lainnya. Pecahnya konrflik bersenjata
tersebut sebagian besar korbannya didominasi oleh kelompok bersenjata dan juga
milisi yang saling berkonflik.®® Jumlah korban yang sakit dan terluka dalam konflik
bersenjata yang berhasil diselamatkan oleh ICRC sebanyak 2.367 jiwa melalui posko
pertolongan pertama yang terletak di 20 titik untuk menyelamatkan pihak-pihak yang
sakit dan terluka tersebut.

Korban yang sakit dan terluka tersebut rata-rata dalam kondisi yang kritis dan
perlu penanganan yang serius yang dimana ICRC dalam hal ini bekerja sama dengan
rumah sakit local yang masih dapat beroperasi.°’ICRC juga memberikan bantuan
berupa rehabilitasi objek sipil yaitu rumah sakit untuk mendukung penanganan

terhadap korban yang mengalami luka yang serius sebanyak 21 rumah sakit di Libya.

8 |CRC, ICRC in Libya Fact and Figure Annual Report 2017, Geneve, Switzerland. Him. 167
7 |bid. hlm : 163
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ICRC dengan melakukan bantuan rchabilitasi di sejumlah rumah sakit tersebut
bertujuan untuk menyelamatkan korban yang sakit dan terluka sebanyak mungkin.

Rehabilitasi yang dilakukan ICRC tersebut dengan memberikan bantuan
berupa obat-obatan yang diperlukan, makanan yang bersih bagi korban, serta akses
air bersih yang dimana di kota Benghazi korban yang dirawat sulit mendapatkan
akses air bersih. Benghazi mengalami kesulitan akses air bersih semenjak pusat air
minum di kota tersebut terkena dampak dari konflik bersenjata yang terjadi tahun
2014, pusat air bersih tersebut terletak di distrik Al-Sabri.

Bantuan yang diberikan oleh ICRC dalam hal penanganan terhadap korban
tidak hanya bagi para pihak saja, akan tetapi warga sipil yang terkena dampak
tersebut serta aktor bukan negara berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut.**ICRC
dalam memberikan bantuan terhadap korban tidak pernah memilih serta memihak
sehingga setiap korban yang timbul layak diberikan bantuan medis sebaik mungkin.

ICRC dalam memberikan bantuan tersebut tidak pernah memihak pada
siapapun, sekalipun korban yang timbul adalah seseorang yang berasal dari milisi
atau kelompok bersenjata yang dinilai sebagai milisi atau kelompok bersenjata yang
memiliki hubungan dengan teroris.®’ Milisi ataupun kelompok bersenjata yang dinilai
sebagai teroris akan tetap diberikan bantuan dan pengobatan yang layak selama
konflik bersenjata.

Seseorang yang telah dirawat oleh ICRC yang dimana orang tersebut di
indikasikan sebagai teroris apabila suatu saat akan mengangkat senjata dan bertempur
lagi, maka ICRC sebagai badan humaniter yang netral tetap akan melakukan
pertolongan bagi setiap korban yang menjadi pihak dari konflik bersenjata tersebut

maupun pihak yang tidak terlibat akan tetapi terkena dampak dari konflik tersebut.

58 Kushartoyo, Hasil wawancara dengan bagian informasi dari ICRC, /CRC dalam memberikan bantuan
terhadap korban tidak pernah memilih serta memihak sehinggc setiap korban yang timbul layak
diberikan bantuan medis sebaik mungkin., pada tanggal 26 april 2018.

8 Kushartoyo, Hasil wawancara dengan bagian informasi dari ICRC, Milisi ataupun kelompok
bersenjata yang dinilai sebagai teroris akan tetap diberikan bantuan dan pengobatan yang layak
selama konflik bersenjata., pada tanggal 26 april 2018.
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Milisi atau aktor bukan negara yang dinilai sebagai teroris apabila dari milisi
atatu kelompok bersenjata tersebut menyebarkan rasa takut akan kelompok milisi
atau kelompok bersenjata mereka ke masyarakat dan melakukan tindakan yang
mengancam keseclamatan bagi masyarakat. Dalam konflik bersenjata di Libya
masyarakat menilai bahwa kelompok milisi yang tergabung dalam Shura Council of
Benghazi Revoluntaries sering menyebarkan rasa taku di masyarakat serta
mengancam keselamatan mereka.

Hukum humaniter internasional tetap memberikan perlindungan bagi aktor
bukan negara, milisi, atau kelompok bersenjata dalam suatu konflik sepanjang
kelompok-kelompok bersenjata tersebut mematuhi Ketentuan-ketentuan dalam
hukum humaniter internasional dan tunduk pada aturan yang diatur dalam Konvensi
Jenewa 1949 dan Protokol tambahannya tahun 1977, maka pihak-pihak yang
berkonflik di dalamnya memperoleh perlindungan secara penuh dari hukum
humaniter internasional sebagai pihak yang secara sah untuk turut serta melakukan
tindakan dalam konflik tersebut.

Keterlibatan ICRC dalam melakukan bantuan terhadap korban dari konflik
bersenjata tersebut belum efektif untuk menjangkau korban-korban yang letaknya
sangat sulit untuk dijangkau karena berada dekat wilayah yang sedang berkonflik
tersebut.’”’ Pada laporan tahunan yang dilakukan oleh ICRC, pada tahun 2017
pencapaian yang dilakukan oleh ICRC dalam melakukan bantuan tersebut masih
sangat rendah.

Rendahnya pencapaian yang menjadi target ICRC dalam memberikan bantuan
terhadap korban konflik bersenjata di Libya pada tahun 2014 tersebut karena, Para
pihak sangat sulit untuk dimintai kerjasama terkait pemberian bantuan secara intensif
terhadap para korban yang mengalami luka serius dan perlu adanya penanganan dari

tim dokter.”'Berdasarkan hasil wawancara petugas lapangan ICRC sering

70 |CRC, ICRC in Libya Fact and Figure Annual Report 2017, Geneve, Switzerland. HIm. 163
1 Kushartoyo, Hasil wawancara dengan bagian informasi dari ICRC, Berdasarkan hasil wawancara
petugas lapangan ICRC sering mendapatkan ancaman ketika akan masuk untuk memberikan bantuan
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mendapatkan ancaman ketika akan masuk untuk memberikan bantuan kepada pihak
yang sedang berkonflik, sehingga upaya penyelamatan terhadap para korban tersebut
tidak dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Kesadaran para pihak yang rendah terhadap penanganan terhadap korban
tersebut sangatlah membawa dampak yang buruk, hal tersebut dikarenakan korban
yang mengalami luka dan tidak dapat berpartisipasi lagi dalam konflik tersebut
memerlukan adanya penanganan medis secara serius, yang dimana pemberian
bantuan medis tersebut sangat membantu dan dapat menyelamatkan pihak tersebut
dan serta mengurangi jumlah korban jiwa yang timbul dari konflik tersebut.

Pentingnya kehadiran hukum humaniter dalam memberikan perlindungan
hukum terhadap anggota kelompok bersenjata yang dalam keadaan Hors de Combat.
Melalui Ketentuan Pasal 3 Kenvensi Jenewa 1949 dalam konflik bersenjata non-
internasional para pihak dilarang untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap
anggota kelompok bersenjata lainnya yang sudah dalam kondisi tidak mampu lagi
untuk bertempur.’?> Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hukum humaniter
internasional dalam menanggapi konflik bersenjata yang terjadi masih sangat relevan
dan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan kedua tahun 1977 masih dapat
mengikuti perkembangan konflik yang terjadi di dunia.

Payung hukum terhadap perlindungan anggota kelompok bersenjata yang
sudah menjadi dasar bagi pihak-pihak yang berkonflik seharusnya disadari secara
pasti dan dilakukan semata-mata untuk menegakan hak asasi manusia tersebut,
pelanggaran yang dilakukan para pihak terhadap pemberian ancaman bagi mereka

yang akan menolong anggota kelompok bersenjata atau milisi yang sudah dalam

kepada pihak yang sedang berkonflik, sehingga upaya penyelamatan terhadap para korban tersebut
tidak dapat berjalan secara :fektif dan tepat sasaran., pada tanggal 26 april 2018.

72 Kushartoyo, Hasil wawancara dengan bagian informasi dari ICRC, Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan, hukum humaniter internasional dalam menanggapi konflik bersenjata yang terjadi masih
sangat relevan dan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan kedua tahun 1977 masih dapat
mengikuti perkembangan konflik yang terjadi di dunia., pada tanggal 26 april 2018.
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keadaan Hors de Combat merupakan bentuk dari tindakan kekerasan karena
mengabaikan hak untuk hidup dari korban tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara ICRC tidak hanya memberikan bantuan obat-
obatan, akses terhadap air bersih, dan serta pengobatan terhadap mereka yang
mengalami luka-luka dalam konflik tersebut, akan tetapi [CRC juga memberikan
pengedukasian terhadap komandan-komandan dari kelompok bersenjata berupa
pendidikan mengenai pentingnya untuk menegakan hukum humaniter dan serta
menjadi pelopor penyelamatan terhadap nyawa manusia yang menjadi korban dalam
konflik bersenjata tersebut tanpa memandang dari mana asal seseorang tersebut.

ICRC secara penuh melakukan pencegahan terhadap timbulnya kekerasan
yang terjadi terhadap anggota kelompok bersenjata yang sakit dan terluka melalui
pemberian pendidikan mengenai hukum humaniter internasional dan pemahaman
lebih lanjut mengenai Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahannya tahun 1977,
akan tetapi dalam kondisi tersebut para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap
anggota kelompok bersenjata yang dalam keadaan Hors de Combat sebagai salah satu
bentuk luapan terhadap kebencian yang timbul antara satu sama lain.

Timbulnya hal tersebut merupakan faktor yang datang dari individu tersebut,
untuk melakukan adanya tindakan pencegahan terhadap adanya pelanggaran terhadap
hak untuk hidup dari anggota kelompok bersenjata atau milisi yang sudah dalam
keadaan Hors de Combat, kehadiran negara dalam mendukung adanya pemberian
bantuan tersebut sangatlah signifikan, akan tetapi dalam konflik bersenjata di Libya
tersebut negara seperti tidak hadir untuk turut serta dalam memberikan perlindungan

tersebut.

3 Kushartoyo, Hasil wawancara dengan bagian informasi dari ICRC, Berdasarkan hasil wawancara
ICRC tidak hanya memberikan bantuan obat-obatan, akses terhadap air bersih, dan serta pengobatan
terhadap mereka yang mengalami luka-luka dalam konflik tersebut, akan tetapi ICRC juga
memberikan pengedukasian terhadap komandan-komandan dari kelompok bersenjata berupa
pendidikan mengenai pentingnya untuk menegakan hukum humaniter dan serta menjadi pelopor
penyelamatan terhadap nyawa manusia yang menjadi korban dalom konflik bersenjata tersebut
tanpa memandang dari mana asal seseorang tersebut., pada tanggal 26 april 2018.
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Negara yang dimana memiliki kewajiban untuk menciptakan keamanan bagi
seluruh pihak sangatlah tidak terwujud dalam konflik bersenjata di Libya, hal tersebut
disebabkan karena adanya perbedaan pandangan mengenai konsep ideologi yang
akan ditanamkan pasca jatuhnya rezim Moammar Khadafi, sehingga negara terpecah
menjadi dua kubu yang saling berlainan pandangan antara yang satu dengan yang
lain.

GNC (General National Congress) tidak ingin untuk membubarkan milisi-
milisi yang tergabung dalam pemberontakan pemerintahan Moammar Khadafi dan
lebih memilih untuk mempersenjatai dan memberikan biaya bagi para milisi tersebut,
sedangkan dari House of Representative lebih memilih untuk membubarkan para
milisi yang dianggap radikal tersebut dan memperkuat militer negaranya dengan
mempersenjatai Libyan National Army yang dipimpin oleh Khalifa Haftar. Hal

tersebut membuat konflik bersenjata yang terjadi di Libya memakan banyak korban.





